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Skripsi ini berjudul “Engku Puteri Raja Hamidah dan Dinamika Pemerintahan 
Kerajaan Melayu Riau-Lingga tahun 1803-1832”. Peneliti memberikan batasan 
permasalahan pada tiga hal, yaitu: (1) Bagaimana sejarah Kerajaan Melayu Riau-
Lingga? (2) Bagaimana Biografi Engku Puteri Raja Hamidah? (3) Bagaimana kondisi 
pemeintahan Kerajaan Melayu Riau-Lingga pada tahun 1803-1832?. 
Penulisan skripsi ini disusun dengan metode penelitian sejarah, yaitu: Heuristik 
(Pengumpulan Data), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi, dan Historiografi. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, biografis dan sosiologis. 
Sedangkan teori yang digunakan adalah teori peran, teori konflik dan teori kekuasaan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Kerajaan 
Melayu Riau-Lingga adalah kerajaan di wilayah Kepulauan Riau yang semula wilayah 
kekuasaan termasuk Johor, Pahang, Riau, Lingga kemudian dengan campur tangan 
kompeni Inggris dan Belanda terbagi untuk wilayah semenanjung Melaka sampai 
Temasek atau sekarang disebut Singapura kekuasaan Inggris dan wilayah sisanya 
kekuasaan Belanda yaitu Riau-Lingga dan pulau-pulau kecil sekitarnya. (2) Engku 
Puteri Raja Hamidah adalah putri dari Raja Haji Fisabilillah yang merupakan Yang 
Dipertuan Muda IV Kesultanan Melayu Johor, Engku Puteri Raja Hamidah dipersunting 
Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1803 dan di beri mahar Pulau Penyengat serta di 
amanahi sebagai pemegang Regalia Kerajaan Melayu Riau Lingga yaitu alat kebesaran 
atau pusaka kerajaan yang menjadi syarat sah tidaknya  dalam penabalan seorang sultan. 
(3) Untuk memulihkan tali persaudaraan antara Melayu dan Bugis yang sempat retak, 
menikahlah Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri Raja Hamidah seorang 
keturunan bugis. Sultan memiliki dua anak yaitu Tengku Husein dan Tengku Abdul 
Rahman, setelah wafatnya sultan terjadilah perpecahan dalam pengangkatan sultan, 
penabalan sultan baru dilakukan tanpa Regalia Kerajaan karna yang diangkat bukan lah 
Tengku Husein anak sulung melainkan Tengku Abdul Rahman walau mendapat 
tentangan yang keras namun Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tetap bersikeras 
melantik Tengku Abdul Rahman. Tengku Husein akhirnya dibujuk untuk menjadi 
sultan di Singapura oleh Inggris yang masih ingin menguasai perdagangan di Melaka 
walau semua kekuasaan Inggris sudah di kembalikan ke Belanda sesuai Perjanjian 
Wina. Tengku Husein dilantik oleh Temenggung juga tanpa di sertai Regalia Kerajaan 
walau sudah membujuk agar sang permaisuri mau menyerahkan alat kebesaran itu. 
Disinilah campur tangan Inggris dan Belanda yang memecah kekuasaan Kerajaan 
Melayu Riau-Lingga menjadi dua bagian dengan sultan yang  berbeda. Alat kebesaran 
berhasil direbut paksa dari tangan Engku Puteri Raja Hamidah oleh Belanda untuk 
melantik kembali Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan dengan wilayah kekuasaan 
Riau-Lingga dan pulau sekitarnya sesuai Traktat London dimana wilayah Semenanjung 
Melaka termasuk Singapura menjadi kekuasaan Inggris. 
Kata Kunci: Engku Puteri Raja Hamidah, Regalia Kerajaan, Dinamika 
Pemerintahan 
 


































The thesis was titled "Engku Puteri Raja Hamidah and the dynamics of the 
government of Riau-Lingga Malay Kingdom in 1803-1832".Researchers give 
limitations on three things: (1) How is the history of Riau-Lingga Malay kingdom?(2) 
How is the biography of the Engku Puteri Raja Hamidah? (3) How is the condition of 
the goverment Malay Kingdom Riau-Lingga in 1803-1832?. 
The writing of this thesis is compiled by historical research methods, namely: 
Heuristics (Data collection), verification (source criticism), interpretation, and 
historiography.The approach used is the historical, biographic and sociological 
approach. While the theory used is role theory, conflict theory and Power theory. 
From the results of the research conducted, it can be concluded that: (1) The 
Malay Kingdom of Riau-Lingga is a kingdom in the Riau Islands region that was 
originally a territory including Johor, Pahang, Riau, Lingga then with the interference of 
the British and Dutch company divided into the region of the peninsula Malacca to 
Temasek or now called Singapore and the rest is the Dutch power. (2) Engku Puteri 
Raja Hamidah is the daughter of Raja Haji Fisabilillah who is the Yang Dipertuan Muda 
IV of Johor Malay Sultanate, Engku Puteri Raja Hamidah was reopened by Sultan 
Mahmud Syah III in 1803 and given Penyengat Island as mahar and held as the holder 
of the Regalia of Riau Malay Kingdom Lingga is the instrument of greatness or royal 
heritage that became the legitimate requirement in the coronation of a Sultan. (3) To 
restore a rope between the Malay and Bugis who had cracked, married Sultan Mahmud 
Syah III with Engku Puteri Raja Hamidah a Bugis descent. Sultan has two children 
namely Tengku Husein and Tengku Abdul Rahman, after the death of the Sultan came 
into disunity in the rapture of the Sultan, the coronation of the new sultan was done 
without the royal Regalia that was adopted was not Tengku Husein the eldest son but 
Tengku Abdul Rahman despite the harsh opposition but the Yang Dipertuan Muda Raja 
Djakfar insisted to appoint Tengku Abdul Rahman.Tengku Husein was eventually 
persuaded to become a sultan in Singapore by the British who still wanted to master the 
trade in Malacca even though all British powers had been returned to the Netherlands 
according to the Vienna Treaty. Tengku Husein was appointed by Temenggung also 
without being joined by Regalia Royal, although it has been persuaded that the Empress 
would submit the instrument of greatness.This was where the British and Dutch 
intervened which broke the rule of the Malay Kingdom of Riau-Lingga into two parts 
with different sultans.The instrument was successfully seized from the hands of Engku 
Puteri Raja Hamidah by the Dutch to re-appoint Tengku Abdul Rahman as Sultan with 
Riau-Lingga territory and the surrounding island according to the London treaty where 
the Malacca Peninsula region including Singapore became a British dominion. 
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A. Latar Belakang 
Sejarah kerajaan di Kepulauan Riau dan daerah 
sekitarnya  sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya. 
Munculnya Imperium Melayu mulai dari Kerajaan Bentan (Bintan) 
hingga Kerajaan Riau Lingga-Johor dan Pahang menjadi penyambung 
warisan Sriwijaya. Saat Sriwijaya mengalami kemunduran, diwilayah 
yang saat ini bernama Kepulauan Riau telah ada Kerajaan Bintan. 
Tahun 1100 M telah dilantik raja Kerajaan Bintan pertama bernama 
Asyhar-Arya yang bergelar Raja Iskandar Syah.1  
Kerajaan Riau-Lingga adalah salah satu Kerajaan Melayu yang 
pernah berdiri di daerah Kepulauan Riau. Kerajaan ini merupakan 
pecahan dari Kerajaan Johor yang memiliki dua kekuasaan politik 
yaitu seorang Sultan Yang Dipertuan Besar yang memiliki kekuasaan 
secara hukum, dan seorang Sultan Yang Dipertuankan Muda memiliki 
kekuasaan dalam praktik berkerajaan. 
Nama kerajaan ini mulai bergema setelah Sultan Mahmud Syah 
III yang merupakan sultan ke-16 Kerajaan Johor-Riau memindahkan 
pusat pemerintahan ke Daik-Lingga tahun 1787 setelah mendapatkan 
tekanan dari Belanda. Sejak itu nama Kerajaan Johor-Riau berubah 
                                                          
1 Abdul Malik, dkk., Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat 
Syah, Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga –Johor dan Pahang, 1761-1812 (Kepulauan 
Riau: Pemerintah Kabupaten Lingga,2012), 3. 
 



































menjadi Kerajaan Lingga-Riau, dengan wilayah kekuasaan tetap 
seperti yang sebelumnya, meliputi Lingga, Riau, Johor, Singapura, 
Pahang, serta wilayah Pantai Timur Sumatera bagian tengah dan 
pulau-pulau sekitarnya.2 
Dalam perjalanan sejarah kerajaan Melayu, sering pula nama 
Lingga disebut tempat para raja Melayu  berlindung bila terjadi 
pengejaran atas mereka. Pada 1617 Sultan Abdullah Muayat Syah 
pernah menjadikan Lingga sebagai pusat pemerintahannya (lalu beliau 
lari ke Tambelan) selama dikejar pasukan Aceh. Penggantinya Sultan 
Abdul Jalil Syah III kemudian memindahkan pusat pemerintahan 
kembali ke Johor pada 1641. Dan pada 1787 Sultan Mahmud Syah III 
pula “pulang” ke Lingga mengadu susah ketika dikejar Belanda. 
Lingga persis seperti ibu: Tempat pulang susah.3 
Tentang nama kerajaan ini sejalan dengan pusat 
pemerintahannya  berada, maka pernah dinamakan Kerajaan Johor-
Riau, Kerajaan Riau-Johor, setelah 1824 Kerajaan Riau (tanpa Johor 
dan Pahang), Kerajaan Lingga-Riau, dan Kerajaan Riau-Lingga. 
Semua nama-nama tersebut diqauluhumkan saja menjadi Kerajaan 
Riau.4 Beberapa kali pusat pemerintahan ini berpindah dari Johor ke 
Riau dan sebaliknya. Baru kemudian menetap di Riau dan dinamakan 
Ulu Riau atau Riau Lama. Ditempat ini pusat pemerintahan masih 
                                                          
2 Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 16. 
3 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu, 243. 
4 Hasan Junus, Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau (Riau: 
Unri Press, 2002), 9. 
 
































digunakan bersama oleh Sultan Yang Dipertuan Besar dan Yang 
Dipertuan Muda. Awal abad ke-19, pusat pemerintahan kerajaan 
dipindahkan masing-masing Yang Dipertuan Besar Sultan ke kota 
Daik di Pulau Lingga dan Yang Dipertuan Muda ke Pulau Penyengat 
yang mulai dinamakan Pulau Penyengat Indera Sakti.5 
Kemaharajaan Melayu tentunya mengalami masa-masa 
kegemilangannya dengan tetap jatuh bangun pada masa tertentu. Pada 
masa kegemilangannya, pelabuhan Riau merupakan salah satu 
pelabuhan transit yang menghubungkan jalur perdagangan dunia Barat 
dan Timur. Juga dibudidayakan tanaman bakik atau gambir dan lada 
hitam. Riau dikenal sebagai penghasil gambir dan lada yang diminati 
pedagang dari mancanegara. Ekspor gambir dan lada sudah dalam 
bentuk olahan dikerjakan oleh petani Melayu, Bugis, dan China 
dikebun-kebun milik kerajaan atau perseorangan. Gambir dan lada 
kemudian menjadi komoditas ekspor andalan. Itulah mengapa Riau 
terkenal dengan sebutan Negeri Segantang Lada.6 
Kerajaan terus berbenah diri, perekonomian terus ditata. 
Kerajaan pun memperhatikan sector Pendidikan, utamanya pendidikan 
berbasis Islam, bahkan melibatkan ulama-ulama Arab yang juga 
sekaligus pedagang-perantau yang berlayar ke Riau. Sector pertahanan 
pun ditingkatkan dan ditata dengan baik demi keamanan dalam negeri, 
baik untuk mengantisipasi serangan musuh dari luar maupun pengacau 
                                                          
5 Ibid. 
6 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu, 232. 
 
 
































dari dalam seperti perampokan pencurian, dan kejahatan-kejahatan 
lain. Untuk melengkapi system pertahanannya tersebut dibentuk 
armada yang solid dengan petugas-petugasnya seperti penggawa, 
panglima perang atau laksamana dengan sebutan saliwwatang (Bahasa 
Bugis), panglima dalam lascar. Demikian pula dengan banteng atau 
kubu pertahanan, dibangun di berbagai tempat strategis seperti sekitar 
istana, pulau-pulau terdepan dan tempat-tempat tertentu seperti Teluk 
Keriting, Tanjung Buntung, Bukit kursi di pulau Penyengat, Bukit 
Penggawa, Kampung Datuk, dan Siantan yang berguna untuk menahan 
serangan musuh dan melindungi masyarakat. 
Disamping itu masalah-masalah bukan berarti tidak muncul di 
kemudian hari, Belanda yang pada saat itu bermarkas di Melaka 
setelah menaklukkan Portugis dengan menempatkan seorang gubernur 
kompeninya disana. Menguasai Kawasan Melayu yang lain seperti 
Riau atau seluruh Kemaharajaan Melayu merupakan target Belanda 
agar dapat menguasai perdagangan di seluruh Nusantara. Raja Haji 
Fisabilillah dianggap Belanda sebagai tokoh yang paling berpengaruh 
di masa itu yang dapat menjadi batu sandungan bagi upaya menguasai 
perdagaangan di tanah Melayu. Untuk itu Raja Haji Fisabilillah 
disingkirkan. Raja Haji pun terus bersikap keras terhadap Belanda 
karena mengetahui bagaimana sepak terjang Belanda di negeri Melayu 
dan kerajaan-kerajaan lain yang pernah dikunjunginya dengan 
memaksakan kehendaknya dalam perjanjian atau kontrak yang 
 
































menguntungkan sepihak. Sehingga terjadilah perang yang kelak 
dikenal sebagai Perang Riau yang berlangsung tahun 1782-1784.  
Belanda yang belum juga berhasil menduduki Riau sampai 
akhir tahun 1843, akhirnya pada 6 Januari 1784 Belanda memutuskan 
untuk melakukan serangan serentak ke Pulau Penyengat, Teluk 
Keriting, Senggarang, Tanjungpinang, Pulau Bayan dan semua kubu 
pertahanan Raja Haji. Pasukan Riau yang sudah mengetahui dan hafal 
betul medan perang karena berada wilayah mereka terus memborbardir 
Belanda dengan Meriam. Dan sebuah kapal paling besar milik Belanda 
bernama Malaka’s Walvaren meledak tepat di depan banteng Teluk 
Keriting (Peristiwa ini kelak dijadikan momentum dalam penetapan 
hari jadi Kota Tanjungpinang yang jatuh pada 6 Januari 1784).7 Pada 1 
Juni 1784, armada Belanda dibawah komando Jacob Pieter van Braam 
membawa personel 2.130 yang masih segar-bugar karena baru datang 
dari Batavia dengan 6 buah kapal dilengkapi 326 buah meriam, 
menyerang kubu Raja Haji di Teluk Ketapang. Terjadilah perang yang 
dahsyat yang menelan korban beratus-ratus. 18 Juni 1784, saat 
meneriakkan komando mengatur pasukannya, sebuah peluru 
menembus dada Raja Haji dan syahidlah beliau sebagai Kusuma 
Bangsa Bersama lebih kurang 500 orang pasukan yang lain. Dengan 
penuh kehormatan beliau di makamkan di lereng Bukit Bendera, 
Melaka pada 25 Juni 1784. Esoknya kapal Dolphijn milik Belanda 
                                                          
7 Ibid.,  . 230. 
 
































meledak dan menewaskan ratusan serdadu dan awak kapal. Peristiwa 
ini diabadikan sejarah dengan memberi gelar kepada Raja Haji sebagai 
Raja Api.  Gelar kemangkatan Raja Haji adalah Marhum Teluk 
Ketapang. Kelak juga disebut Raja Haji Fisabilillah: Yang Berjuang di 
Jalan Allah. Pada masa pemerintahan anaknya Yang Dipertuan Muda 
Raja Djakfar, jasadnya dipindahkan ke Pulau Penyengat. Dengan 
mangkatnya Raja Haji, kegemilangan di Negeri Segantang Lada itu 
sirna sudah, terjadi masa getir yang pahit. Dalam suasana dukacita, 
Sultan Mahmud Syah III yang merupakan Sulatan Ynag Dipertuan 
Besar saat itu melantik Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda V 
menggantikan Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah.8 
Pulau Penyengat Indera Sakti dikatakan sebagai pulau mas 
kawin atau mahar yang diberikan Sultan Mahmud Syah III kepada 
Engku Puteri Raja Hamidah Binti Raja Haji Fisabilillah. Pulau ini 
sebagaimana tercatat dalam Tuhfat al-Nafis awalnya berfungsi sebagai 
kubu banteng pertahanan yang dipakai oleh Raja Haji Fisabilillah 
dalam Perang Riau melawan Belanda. Baru pada awal abad ke-19 
Pulau Penyengat menjadi tempat tinggal setelah kepemilikannya 
diserahkan kepada Engku Puteri Raja Hamidah dan kemudian menjadi 
tempat kedudukan resmi atau pusat pemerintahan Yang Dipertuan 
Muda.9 
                                                          
8 Ibid., 236. 
9 Hasan Junus, Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau (Riau: 
Unri Press, 2002), 10. 
 
































Ada beberapa nama perempuan yang tercatat dalam tulisan-
tulisan lama tentang Riau. Nama mereka tercatat karena tindakan 
mereka yang tidak biasa. Nama Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja 
Haji Fisabilillah tercatat karena ialah yang merupakan pemegang alat-
alat kebesaran kerajaan atau regalia kerajaan.10 Nama Engku Puteri 
sebenarnya ialah Raja Hamidah. Ia dinamakan Engku Puteri setelah 
pernikahannya dengan Sultan Mahmud III tahun 1803. P.S Begbie 
menggambarkan Engku Puteri sebagai “fine, intelligent old lady” 
dalam bukunya Malay Peninsula  pada tahun 1834. Bahwa Engku 
Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah itu seorang 
perempuan bangsawan yang sangat berpengaruh diperlihatkan oleh 
kedudukannya sebagai pemegang alat-alat kebesaran kerjaan. Barang-
barang yang disimpannya itu yang menentukan sah tidaknya seorang 
sultan ditabalkan menurut adat Melayu. 
Pada umumnya alat kebesaran di kerajaan-kerajaan di 
Nusantara ini payung, tapak sirih, peralatan dari emas atau perak, alat 
senjata “Ampilan” di kerajaan Yogyakarta dan Surakarta berjumlah 26 
macam benda, diantaranya sawung galing, banyak wide, kipas, 
tongkat, senjata, dll. Semua benda-benda itu sangat penting terutama 
dipakai pada upacara pelantikan seorang raja. Penabalan seorang sultan 
tidak memenuhi syarat-syarat ada jika tidak disertai dengan alat-alat 
kebesaran itu.alat-alat kebesaran itu diangggap sacral atau keramat 
                                                          
10 Ibid.,  . 46 
 
































yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh kekuatan magis 
yang dapat mempengaruhi keadaan kosmos, dapat mengembalikann 
keseimbangannya dan menolak pelbagai bahaya, seperti wabah, 
bencana alam atau hgejolak masyarakat. Tidak heran apabila benda-
bendai itu sering diperebutkan karena nilai yang dikandungnya. 
Alat-alat kebesaran kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga terdiri 
dari sebuah cogan bernama “Sirih Besar” karena bentuknya 
menyerupai sirih terbuat dari emas bertulang pirang, gendang nobat, 
sebuah pedang berhulu Panjang dari emas, rantai sayap sandang, dan 
lainnya. Barang-barang yang disimpan oleh Engku Puteri ini 
diperebutkan oleh dua orang anak tirinya dengan pihak-pihak yang 
menyebelahi mereka dan merupakan peristiwa besar pada tahun-tahun 
menjelang Perjanjian London  17 Maret 1824 yang fatal itu. Yang 
membuat pembelahan Kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga, daerah di 
bawah pengaruh Inggris untuk Johor dan Pahang sedangkan Riau-
Lingga dibawah pengaruh Belanda. 
Pada 1803-1812 Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga yang 
masih dalam masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah III terus 
mendapat tekanan dari pihak kompeni Belanda. Bahkan sejak kalahnya 
Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah dalam Perang Riau 
tahun 1784. Belanda yang kembali datang pada 10 Oktober 1784 
dengan memberi ultimatu kepada Sultan Mahmud Syah III tidak boleh  
lagi berhubungan dengan orang Bugis, dengan ultimatum itu pula 
 
































Belanda menyatakan orang-orang Bugis harus keluar dari Riau dan 
tidak menyetujui lagi adanya Yang Dipertuan Muda. Hal ini tentunya 
tidak dapat dipenuhi Sultan Mahmud Syah III, sebab masyarakat Bugis 
dalam Kesultanan  Melayu Johor-Riau sudah menyatu dengan 
masyarakat Melayu. Begitu pula dengan kedudukan dan pengaruh 
kedudukan Yang Dipertuan Muda Riau dari suku Bugis itu telah 
berurat berakar dalam pemerintahan Kesultanan Johor-Riau, Belanda 
datang menyerang dan memaksa  Yang Dipertuan Muda V Raja Ali 
keluar Riau dan akhirnya pergi ke Sukadana Kalimantan Barat pada 30 
Oktober 1784. Pada 1801 Yang Dipertuan Muda 5 Raja Ali kembali ke 
Riau, tetapi berselisih dengan Engku Muda Muhammad tentang 
pemegang Kuasa Riau. Karena, saat Raja Ali berada di Sukadana, 
Sultan Mahmud Syah III memberikan kepercayaan kepada Engku 
Muda Muhammad untuk menjaga  Riau sementara yang belum diatur 
dalam peraturan kerajaan, dan Raja Ali pun masih memiliki hak selaku 
Yang Dipertuan Muda V yang belum pernah dibatalkan dalam 
peraturan. Akhirnya pada tahun 1803 Sultan Mahmud Syah III kembali 
melantik Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda V.  
Secara berangsur-angsur persahabatan  Melayu dan Bugis 
kembali pulih dan semakin erat ditambah dengan terjadinya 
perkahwinan Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri Raja 
 
































Hamidah anak Raja Haji Fisabilillah dari puak Bugis.11 Mangkatnya 
Yang Dipertuan Muda V Raja  Ali tahun 1806 kemudian digantikan 
oleh Raja Djakfar saudara seayah Engku Puteri Raja Hamidah yang 
kemudian menduduki Pulau Penyengat untuk dijadikan pusat 
pemerintahan Yang Dipertuan Muda. Sultan Mahmud Syah III wafat 
tahun 1812 yang seharusnya digantikan oleh anak sulungnya yaitu  
Tengku Husin tetapi pihak dari Yang Dipertuan Muda VI 
menginginkan Tengku Abdurahman menjadi Sultan selanjutnya, 
alasannya karena saat wafatnya Sultan Mahmud Syah III Tengku 
Husin berada di Pahang yang belum pasti kepulangannya ke Lingga 
sedangkan jenazah tidak bisa dikebumikan apabila belum ditentukan 
dan dilantik pengantinya. 
Perseteruan tidak berhenti sampai disitu, pengangkatan Sultan 
Abdurrahman Syah menjadi pengganti Sultan Mahmud Syah III  tidak 
sah karena alat kebesaran Kerajaan Riau tidak diserahkan oleh Engku 
Puteri Raja Hamidah selaku pemegang alat-alat kebesaran Kerajaan  
Melayu atau yang di sebut juga Regalia, meskipun sudah  berkali-kali 
Yang Dipertuan Muda VI Raja Djakfar melakukan upaya agar alat-alat 
kebesaran itu diserahkan namun tidak membuahkan hasil. Belum lagi 
dengan upaya-upaya Inggris dan Belanda berebut untuk memberikan 
pengaruh dalam Kerajaan Riau. Dalam Kongres Wina disebutkan 
bahwa Inggris harus menyerahkan kembali jajahan Belanda termasuk 
                                                          
11 Ahmad Yusuf, dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1993),  . 106 
 
































Melaka dan Riau yang telah dikuasai Inggris, yang kemudian Melaka 
dan Riau baru dikembalikan pada Belanda tahun 1816.  
Inggris yang mengetahui perseteruan yang terjadi dalam 
pengangkatan Sultan Abdurrahman Syah membujuk Tengku Husin 
sang anak sulung untuk ke Temasik ingin menjadikannya Sultan 
Johor-Singapura. Langkah ini berhasil dicapai oleh Inggris, pada 6 
Februari 1819 Raffles menabalkan Tengku Husin sebagai Sultan 
Johor-Singapura tetapi ditentang oleh Belanda karena Singapura masih 
menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Lingga-Riau yang saat itu sudah 
diperintah oleh Sultan Abdurrahman Syah.  
Belanda dan Inggris juga berusaha merebut Regalia Kerajaan 
Riau dari tangan Engku Puteri Hamidah karena sama-sama ingin 
menabalkan Sultan jagoan mereka, Inggris memberikan tawaran 
berkali-kali pada Engku Puteri dengan jumlah yang terus berlipat 
ganda untuk mendapatkan alat kebesaran tersebut, Engku Puteri 
menolak dengan sangat keras karna perempuan ini merasa dihina 
karena adat melayu seperti hendak dibeli.12 Belanda yang juga ingin 
merebut Regalia tersebut untuk menabalkan Sultan Abdurrahman yang 
pada tahun 1821 lari ke Trengganu dengan rencana tidak kembali ke 
Riau karena sakit hati gelar Sultannya masih belum sah dengan tidak 
diserahkannya alat-alat kebesaran Kerajaan Riau-Johor. Pada Oktober 
1822 Gubernur Belanda datang mengepung kediaman Engku Puteri di 
                                                          
12 Hasan Junus, Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau (Riau: 
Unri Press, 2002), 62. 
 
































Pulau Penyengat untuk mengambil paksa alat-alat kebesaran tersebut 
dan berhasil, kemudian dimaklumkan alat-alat kebesaran itu kepada 
Sultan Abdurrahman, ia kembali ke Riau tahun berikutnya dan pada 
November 1823 barulah secara resmi ia dinabalkan sebagai Sultan 
dengan penyerahan alat kebesaran itu, namun tidaklah berarti dan 
bernilai apa-apa karna Sirih Besar dan perangkat alat-alat kebesaran itu 
tidak diberikan oleh pemegangnya Engku Puteri dengan tulus 
melainkan diambil paksa oleh pihak Belanda, hilanglah nilai kebesaran 
benda-benda itu. 
Dengan adanya Treaty London tahun 1824 yang memecah-
belahkan kesatuan Kesultanan Melayu menjadi Johor-Pahang-
Singapura-Trengganu dibawah pengaruh Inggris dan Riau-Lingga-
Singkep dibawah pengaruh Belanda inilah sisa warisan Kesultanan 
Melayu Johor Riau Lama yang terus dikembangkan dan di jaga 
sebagai upaya mempertahankan keberadaan suku bangsa Melayu 
Riau.13 Sultan Abdurrahman pun yang menjadi Sultan pertama 
Kesultanan Melayu Lingga-Riau setelah pembagian wilayah sesuai 
Traktat London itu sampai beliau mangkat pada tahun 1832 yang 
kemudian dimakamkan di Bukit Cengkih-Daik. 
  
                                                          
13 Ahmad Yusuf, dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1993), 116. 
 
































B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sejarah Kerajaan Melayu Riau-Lingga? 
2. Bagaimana biografi Engku Puteri Raja Hamidah? 
3. Bagaimana dinamika pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga tahun 
1803-1832? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui sejarah Kesultanan Riau-Lingga secara global. 
2. Untuk mengetahui biografi Engku Puteri Raja Hamidah. 
3. Untuk mengetahui dinamika pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga 
tahun 1803-1832. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk melengkapi penelitian yang 
lalu dan selanjutnya bagi yang memiliki fokus yang sama mengenai 
biografi Engku Puteri Raja Hamidah dan kondisi pemerintahan 
pada saat itu secara khusus dan Keilmuan tentang Kerajaan Riau-
Lingga secara umum. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menumbuhkan 
pemahaman terhadap sosok Engku Puteri Raja Hamidah dan 
dinamika pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga. 
  
 

































E. Pendekatan dan Teori 
Dalam mempermudah dan memperjelas proses analisis skripsi, 
peneliti menggunakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk 
mennggambarkan apa yang terjadi di masa lalu atau lampau  dengan 
pendekatan historis-biografis dan sosiologis. 
Pendekatan historis atau sejarah adalah ilmu yang membahas 
segala peristiwa dengan memperhatikan unsur-unsur seperti waktu, 
latar belakang, objek dan objek dalam peristiwa tersebut. Menurut ilmu 
ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu 
terjadi, dimana, apa sebab dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa 
tersebut.14 
Pendekatan historis atau sejarah bertujuan untuk menentukan 
inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri 
yang lain. Dalam menggunakan data historis maka akan dapat 
menyajikan secara detail dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari 
suatu persoalan.15 
Pendekatan biografis merupakan pendekatan yang dalam teknik 
pengumpulan datanya menyoroti catatan harian atau riwayat hidup 
seorang tokoh. Bertujuan untuk mengurai lebih dalam sosok Engku 
Puteri Raja Hamidah. Sehingga dengan pendekatan Historis-Biografis 
mampu mengungkapkan tentang riwayat hidup Engku Puteri Raja 
                                                          
14 Atang Abdul Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), 64. 
15 Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 105. 
 
































Hamidah dalam lensa sejarah Kerajaan Riau-Lingga tahun 1803-
1832.16 
Sedangkan pendekatan Sosiologis digunakan untuk melihat 
segi-segi social peristiwa terkait kajian yang terkena pengaruh atau 
peranan Engku Puteri Raja Hamidah dalam Kerajaan Riau-Lingga. 
Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama 
dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang 
menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba memahami sifat dan maksud 
hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya 
perserikatan hidup serta kepercayaannya, keyakinan yang memberi 
sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan 
hidup manusia.17 
Kemudian landasan teori yang digunakan yaitu teori peran, 
teori kekuasaan dan teori konflik. Teori Peran, peran merupakan aspek 
yang dinamis dalam kedudukan sesuatu. Apabila seseorang sedang 
melakukan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang 
menjalani suatu peran. Dapat dijabarkan kemudian bagaimana teori ini 
digunakan untuk menganalisis peranan Engku Puteri Raja Hamidah 
dalam Kerajaan Riau-Lingga. 
Selanjutnya teori kekuasaan. Kekuasaan menurut filsuf Thomas 
Hobbes yaitu pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri 
dan bersifat rasional. Oleh karena itu, secara alamiah manusia 
                                                          
16 Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, terj. Anshori (Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 1995), 203. 
17Hassan Shadily, Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1. 
 
































cenderung berkonflik dengan sesamanya. Sifat mementingkan diri 
sendiri tampak dalam memperebutkan untuk memperoleh kekayaan, 
kekuasaan, ketidak beranian demi keselamatan dan kemuliaan dan 
demi reputasi.18 Hal ini terjadi didalam Kerajaan Riau-Lingga dengan 
campur tangan Belanda dan Inggris yang juga ingin menguasai seluruh 
wilayah kekuasaan Melayu.  
Teori konflik merupakan sebuah teori yang memandang 
bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-
nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat 
adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda 
dengan kondisi semula.19 Teori ini kemudian memunculkan apa yang 
dinamakan sebagai perspektif atau sudut pandang konflik. Perspektif 
ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama 
sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha 
menjaga dan meningkatkan posisinya.  
Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana situasi 
Kerajaan Riau-Lingga saat terjadi perseteruan antara Yang Dipertuan 
Muda V pada masa Sultan Mahmud Syah III dan konflik saat 
pengangkatan Sultan Abdurrahman yang tidak disertai dengan 
penyerahan alat-alat kebesaran Kerajaan Riau-Johor serta campur 
tangan Belanda dan Inggris dalam Kerajaan Riau-Lingga yang 
mengatur, mengawasi dengan ketat bagaimana jalannya pemerintahan 
                                                          
18 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Indonesia, 2010), 32-33. 
19 Bernard Raho,Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 54. 
 
































membuat sedikitnya gerak seorang Sultan yang merupakan upaya 
mereka untuk menguasai seluruh wilayah kekuasaan Kemaharajaan 
Melayu Riau.   
 
F. Penelitian Terdahulu 
Dalam proses peninjauan penelitian terdahulu peneliti telah 
menemukan karya tulis berupa buku dan jurnal berjudul: 
1. “Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau” 
yang ditulis oleh Hasan Junus diterbitkan di Riau oleh Universitas 
Riau Press tahun 2002. Dalam buku ini menjelaskan tentang  Engku 
Puteri Raja Hamidah 
2. “Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu Lingga-
Riau” yang ditulis oleh Ahmad Yusuf, dkk yang diterbitkan oleh 
Lembaga Adat Melayu Riau tahun 1993. Buku ini berisi tentang 
dunia Melayu sampai tahun 1784 yang di dalamnya memuat tentang 
Kesultanan Melayu Melaka, Melayu Johor-Riau, Melayu Lingga-
Riau dan pengaruh Islam dalam kehidupan sosial budaya Melayu 
Riau.  
3. “De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865” ditulis oleh E. 
Netscher yang di terbitkan di Batavia sekarang Jakarta tahun 1870 
kemudian di terjemahkan oleh Wan Ghalib, dkk diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan Arkeologi dan 
 
































Sejarah “Bina Pusaka”, Pekanbaru tahun 2002. Buku ini memuat 
catatan  
4. “Kondisi Perekonomian Pada Masa Sultan Mahmud Syah III di 
Kesultanan Lingga Kepulauan Riau (1784-1812)”. Skripsi yang 
ditulis oleh Ahmad Khoiruddin Sibarani Mahasiswa Fakultas Adab 
dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta tahun 2018. Skripsi ini memaparkan bagaimana 
perekonomian Kerajaan Riau-Lingga pada masa Sultan Mahmud III 
sebelum dan sesudah dipindahkannya pusat pemerintahan menuju 
Lingga. Persamaan karya Ahmad Khoiruddin Sibarani dengan 
penelitian ini yakni dalam pembahasan mengenai sejarah Kesultanan 
Riau-Lingga dan Kerajaan Riau Lingga pada masa Sultan Mahmud 
Syah III. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah fokus 
bahasannya. Fokus bahasan skripsi ini lebih mendalam membahas 
tentang aspek ekonomi pada masa Sultan Mahmud Syah III. 
Sedangkan peneliti membahas mengenai peranan Engku Puteri Raja 
Hamidah dan dinamika pemerintahan serta konflik-konflik yang 
terjadi pada masa itu. 
 
G. Metode Penelitian 
Sejarah merupakan rekonstruksi masa lampau tentang apa pun 
yang sudah difikirkan, dirasakan, dikerjakan, dikatakan, dan dialami 
 
































oleh manusia.20 Penelitian sejarah berupaya untuk mengkaji dan 
menganalisa secara sistematik dan objektif terhadap persoalan masa 
lampau serta bertujuan untuk mendiskripsikannya, menjelaskan dan 
memberikan justifikasi terhadap masa kini dan masa depan, serta 
memprediksi, bahkan menguasai atau mengontrol masa depan. 
Penelitian tentang sejarah merupakan sebuah kajian yang 
berdasar pada kerangka ilmu. Dalam hal ini metode yang digunakan 
adalah metode penelitian sejarah yaitu proses menguji secara kritis 
suatu peristiwa sejarah kemudian merekonstruksi secara imajinatif 
melalui penulisan sejarah. 
Landasan utama dalam metode sejarah merupakan cara 
meramu bukti sejarah yang saling berhubungan satu sama lain. Setelah 
menemukan berbagai macam bukti, diteliti, dan ditafsirkan kembali 
sesuai dengan imajinasi peneliti dan tetap berdasarkan data yang ada. 
Jadilah potongan peristiwa dan fakta sejarah menjadi penting untuk 
membantu merumuskan fakta sejarah sehingga terbentuk gambaran 
sejarah yang utuh dan jelas. 
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berupaya 
untuk menghasilkan bentuk dan cerita tentang Kerajaan Melayu Riau-
Lingga serta hasil atas peristiwa kondisi pemerintahan Kerajaan 
Melayu Riau-Lingga sejak pemerintahan Sultan Mahmud Syah III 
sampai Sultan Abdul Rahman. Peristiwa sejarah ini diharapkan dapat 
                                                          
20Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), 18-19. 
 
































menjelaskan secara sistematis dan di pertanggungjawabkan secara 
akademis sesuai prosedur keilmuan. Hal di atas dapat dicapai dengan 
menggunakan metode historis melalui tahap-tahap sebagai berikut:  
1. Heuristik (Pengumpulan Data) 
Teknik ini dilakukan melalui studi pustaka (Library 
Research) dengan menganalisis sumber untuk memperoleh data 
yang asli serta mengambil paduan kejadian masa lalu yang dialami 
oleh narasumber berkaitan pada referensi lain, misalnya: buku, 
majalah, arsip dan surat kabar.21 Dalam hal ini pengumpulan data 
dilakukan di beberapa perpustakaan, seperti: Perpustakaan 
Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Perpustakaan Fakultas 
Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tanjung Pinang dan Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.  
Secara umum, sumber yang di peroleh peneliti merupakan 
sumber sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. 
Sumber tersebut mencakup buku-buku yang berkaitan dengan 
penelitian ini, yaitu: buku tentang Engku Puteri Raja Hamidah, 
tentang Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang, tentang Belanda 
yang berada di Johor dan Siak, tentang Raja dan Kerajaan dalam 
Kepustakaan Melayu dan Kerajan di Daerah Riau. 
2. Verifikasi (Kritik Sumber) 
                                                          
21Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos, 1999), 58.  
 
































Pada tahap ini peneliti menguji keabsahan sumber yang 
telah di peroleh. Peneliti menguji tentang otentisitas sumber 
melalui kritik eksternal dan tentang kredibilitas sumber yang 
ditelusuri melalui kritik internal.22 Kritik eksternal merupakan 
pengujian yang dilakukan pada aspek luar atau fisik, seperti 
mengenai penggunaan bahasa yang masih belum baku, karena 
terdapat penggunaan bahasa Melayu yang sukar di pahami dalam 
kalimat. Kritik internal itu berkaitan dengan isi, yaitu dengan 
membandingkan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang 
lainnya agar memperoleh data yang akurat. Dalam halin peneliti 
membandingkan data yang memiliki kesamaan atau kemiripan dari 
semua dokumen yang berhasil dikumpulkan. 
3. Interpretasi 
Interpretasi yaitu menafsirkan data dengan cara 
menguraikan dan mengumpulkan data yang relevan.23 Hal ini 
dilakukan karena sumber tidak dapat membantu dan memberikan 
kontribusi tanpa adanya suatu penafsiran.. Untuk menganalisis 
bahasan tentang biografi Engku Puteri Hamidah dan dinamika 
pemerintahan di Kerajaan Melayu Riau-Lingga, peneliti 
menggunakan pendekatan historis-biografis dan sosiologis serta 
menggunakan teori Peran, Kekuasaan dan Konflik. 
 
                                                          
22Ibid. 114. 
23Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 102-103. 
 

































Historiografi merupakan penyajian hasil penelitian sejarah. 
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Haskell Fain, 
sebagaimana dikutip oleh F.R. Ankersmith, ia menyebutkan bahwa 
ada dua lapisan dalam proses penulisan sejarah. Lapisan pertama 
adalah lapisan fakta dan lapisan kedua adalah lapisan rangkaian 
fakta sehingga menjadi kisah sejarah yang utuh.24 Dalam tahap ini 
peneliti menyusun data mulai dari sejarah sebelum terjadinya 
konflik pemerintahan yang pelik dengan campur tangan Inggris-
Belanda sampai Inggris-Belanda berhasil memecah belah Kerajaan 
Melayu Riau-Lingga. Dimana diskripsinya dikonstruksikan  hasil 
dari proses pengumpulan data atau sumber, kritik sumber, dan 
penafsiran sumber yang kemudian dituangkan secara tertulis dalam 
sebuah sistematika penulisan yang baku yang terbagi dalam 
beberapa bab serta sub bab.  
 
H. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan serangkaian pembahasan 
yang terdapat dalam penulisan ini. Untuk mempermudah dalam 
sistematika pembahasan ini peneliti menjabarkan ke dalam sub-bab 
secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Pembahasan skripsi 
                                                          
24F.R. Ankersmith, Refleksi tentang Sejarah: Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat 
Sejarah, terj. Dick Hartono (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), 62. 
 
































ini dibagi menjadi lima bab yang disusun secara runtut dan saling 
berhubungan antara satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut: 
 
BAB I  : Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan beberapa 
pembahasan meliputi, latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, pendekatan dan 
kerangka teoritik, penelitian terdahulu, 
metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II  : Kerajaan Melayu Riau-Lingga 
Pada bab ini akan menerangkan sejarah 
Kerajaan Riau-Lingga,  perkembangan dan 
keruntuhannya, Juga Sultan dan Yang 
Dipertuan Muda yang menjabat. 
BAB III  : Engku Puteri Raja Hamidah 
Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai 
biografi Engku Puteri Raja Hamidah dan 
kehidupannya serta peranannya dalam 
Kerajaan Riau-Lingga 
BAB IV : Kerajaan Melayu Riau-Lingga tahun 1803 
- 1832 
 
































Pada bab ini akan memaparkan kondisi 
pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga, yang 
pada tahun tersebut dalam masa 
pemerintahan Sultan Mahmud III dan 
Sultan Abdul Rahman serta Yang Dipertuan 
Muda Raja Ali dan Yang Dipertuan Muda 
Raja Djakfar. Juga membahas dinamika 
politik yang terjadi dengan campur tangan 
Belanda dan Inggris dalam Kerajaan Riau-
Lingga pada saat itu. 
BAB V  : Penutup 








































SEJARAH AWAL KERAJAAN MELAYU RIAU-LINGGA 
 
A. Sejarah Berdirinya Kerajaan Melayu Riau-Lingga 
Di abad ke-16 dan 17 terdapat dua Kerajaan yang berpengaruh 
di Riau, yaitu Aceh dan Bugis. Pergaduhan dengan Aceh terlalu 
banyak untuk disebut satu persatu. Sedangkan campur tangan Bugis 
pertama terjadi pada tahun 1679 atas undangan Sultan Ibrahim yang 
diusir dari Johor dan lari ke Riau.  
Kesultanan Melayu Riau-Lingga merupakan kerajaan yang 
terletak di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Kesultanan Melayu  
Riau-Lingga pada awalnya menjadi satu dengan Kesultanan Johor di 
Malaka. Namun, setelah terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris 
yang disebut juga Traktat London, dalam perjanjian ini wilayah 
kekuasaan dari Kesultanan Melayu  Johor-Riau-Lingga-Pahang terbagi 
menjadi dua wilayah, yaitu sebagian wilayah masuk ke dalam 
pemerintahan Inggris di Semenanjung Malaka sampai Temasek atau 
yang sekarang disebut Singapura dan sebagian wilayah lainnya masuk 
ke dalam pemerintahan Belanda. Kawasan yang masuk ke wilayah 
pendudukan pemerintahan Belanda ini disebut dengan nama 
Kesultanan Melayu Riau-Lingga.25 
                                                          
25Hikmat Ishak, Warisan Riau:Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris (Pekanbaru: 
Yayasan Warisan Budaya, 2001), 52-53. 
 

































Kesultanan Riau-Lingga masih berada di bawah wilayah 
kekuasaan Kesultanan Johor. Oleh sebab itu, Kesultanan ini masih 
menghadapi masalah perebutan tahta di Kerajaan Melayu Riau-Lingga. 
Perebutan kekuasaan terjadi seletah wafatnya Sultan Mahmud Syah III 
di tahun 1812.26 Perebutan kekuasaan itu bertambah parah ketika 
Belanda dan Inggris ikut campur tangan dalam kekuasaan tersebut.  
Kemunculan kesultanan Riau-Lingga hampir sama dengan 
kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera. Akan tetapi, Kesultanan 
Riau-Lingga memiliki tempat yang cukup strategis mengingat 
wilayahnya yang mejadi pusat hilir mudik perdagangan Selat Malaka. 
Sehingga keinginan pemerintahan Hindia Belanda dan Inggris untuk 
menguasai wilayah tersebut lebih besar dan terjadilah perebutan 
kekuasaan antara pihak Hindia Belanda, Inggris dan keturunan dari 
Kesultanan Riau-Lingga. 
Perebutan kekuasaan ini menyebabkan pemerintahan 
Kesultanan Riau-Lingga menjadi tidak stabil. Permasalahan antar suku 
dari keluarga kesultanan, yaitu suku Bugis dan Melayu yang berebut 
regalia kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga menyebabkan Belanda dan 
Inggris semakin mudah untuk menguasai wilayah tersebut. Inggris 
dengan kekuasaannya membagi-bagi wilayah kesultanan tersebut 
dengan melakukan Traktat London, sedangkan Belanda melakukan 
perjanjian dengan Kesultanan Riau-Lingga. Perjanjian tersebut 
                                                          
26Aswandi Syahri dan Raja Murad, Cogan: Regalia Kerajaan Johor-Riau-Lingga dan 
Pahang (Provinsi Kepulauan Riau: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau, 
2006), 8. 
 

































dinamakan dengan perjanjian Kapal Utrecht yang terjadi pada tanggal 
10 November 1784.27 
 
B. Perkembangan Kesultanan Riau-Lingga 
Pada awal terbentuknya Kesultanan Riau-Lingga, sultan masih 
berusaha untuk menghadapi pihak pemerintahan Hindia-Belanda. 
Berbagai perlawanan dilakukan agar Belanda tidak dapat menguasai 
wilayah Kesultanan Riau-Lingga. Tahun 1761, Mahmud Syah III 
diangkat menjadi sultan. Ketika diangkat sebagai sultan, Mahmud 
Syah III masih berusia 9 tahun. Mahmud Syah III diangkat menjadi 
sultan menggantikan kakaknya yang wafat yaitu Sultan Ahmad Riayat 
Syah.28 Pada masanya, Kesultanan Riau-Lingga masih mendapat 
tekanan dari pihak Belanda.29  Ketika masa pemerintahannya, Sultan 
Mahmud Syah III dibantu oleh Yang Dipertuan Muda Raja Haji yang 
menggantikan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja pada tahun 
1777. 
Tahun 1782-1784 terjadi perang antara pihak Kesultanan Riau-
Lingga dan pihak Belanda. Dalam taktik menghadapi Belanda, Sultan 
Mahmud Syah III menggunakan dua prinsip. Pertama, menyerang 
terlebih dahulu yang menurutnya, hal ini adalah cara terbaik untuk 
                                                          
27Perjanjian ini dilakukan di kapal Utrecht oleh utusan dari Sultan Mahmud Syah III yaitu 
Raja Tua (Encik Andak), Bendahara Abdul Majid, Temenggung dan Raja Indra Bungsu, 
sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Admiral Jacob Pieter van Braam. Lihat Ahmad Yusuf, 
dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau (Pekanbaru: 
Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1993), 95-96. 
28Ibid.   91 
29Ibid.   94 
 

































pertahanan. Kedua, pertempuran harus dipindahkan ke wilayah musuh 
untuk mempertahankan diri. Selain memiliki strategi perlawanan 
menghadapi Belanda, pada masa ini armada maritim Kerajaan Melayu 
Riau-Lingga sangat lengkap. Di dalam armada maritim tersebut 
terdapat pasukan tetap yang terorganisir yang di dalamnya terdapat 
jabatan-jabatan seperti penggawa atau kepala pasukan, panglima 
perang, panglima dalam dan anggota pasukan serta terdapat pula 
pasukan cadangan. Dalam peperangan ini Sultan Mahmud Syah III 
menyerahkan kepada yang Dipertuan Muda Raja Haji untuk 
memimpin.30 
Ketika pertempuran berlangsung Raja Haji Yang Dipertuan 
Muda IV gugur dalam medan perang pada tahun 1784 dan pasukan 
perang mengalami kekalahan. Setelah peperangan tersebut akhirnya 
sultan mengaku kalah kepada Belanda dengan syarat sultan bersama 
para pembesar kesultanan serta orang Cina masih di perbolehkan 
tinggal di Riau. Sultan di izinkan tetap memerintah di wilayah 
Kerajaan Riau-Lingga tetapi harus patuh terhadap  Pemerintah Hindia-
Belanda. Sultan harus mengakui bahwa Riau dan pelabuhan yang ada 
di wilayah tersebut adalah milik pemerintah Hindia-Belanda.31 
Sultan Mahmud Syah III beserta para pembesarnya tidak dapat 
melawan Belanda secara terang-terangan karena terikat oleh perjanjian 
                                                          
30Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 148. 
31Ahmad Yusuf, dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau, 95-96. 
 

































“Kapal Utrecth” yang terjadi pada tanggal 10 November 1784.32 Oleh 
sebab itu, sultan mencoba mengadakan kerjasama dengan Raja Ismail, 
yaitu seorang Raja Lanun (bajak laut) atau disebut juga Raja 
Tempasok. Raja Ismail merupakan seorang raja yang tidak senang 
dengan sikap Belanda.33 Sultan Mahmud Syah III mengharapkan 
bantuan Raja Ismail untuk mengusir Belanda yaitu dengan merampas 
barang-barang dagangan yang dikuasai Belanda. 
Perjanjian tanggal 10 November 1784 yang mengikat 
Kesultanan Riau-Lingga kepada pihak Belanda itu ialah: 
1. Sultan Mahmud Syah III dan orang-orang Besar Melayu 
mengakui bahwa kemaharajaan Melayu dan pelabuhannya 
telah menjadi hak kompeni Belanda melalui peperangan. 
2. Sultan Mahmud Syah III dan para pembesar Melayu masih 
diperkenankan memerintah dalam kerajaan dengan memenuhi 
beberapa syarat yang ditentukan Belanda dan mematuhinya. 
3. Dengan lahirnya perjanjian tertanggal 10 November 1784 
semua perjanjian dengan pihak keturunan Bugis turun temurun 
menjadi batal, 
4. Karena Sultan Mahmud Syah III masih muda, pemerintahan 
didampingi oleh dewan pemerintahan yang ditunjuk Belanda 
dan mereka terdiri dari orang-orang besar Melayu: Raja Tuan 
                                                          
32Dalam pasal 4 perjanjian tersebut menyebutkan bahwa musuh sultan adalah musuh 
Belanda begitu juga sebaliknya. Lihat Ibid., 97. 
33Ibid. 
 

































Encik Andak, Bendahara Tun Abdul Majid, Temenggung Tun 
Abdul Jamal dan Raja Indera Bungsu. 
5. Untuk menjaga keamanan, Belanda akan menempatkan 
pasukan-pasukannya di beberapa tempat dalam wilayah Riau 
dan biaya pemeliharaan pasukan tersebut (gaji dan makannya) 
ditanggung oleh pihak kemaharajaan Melayu. 
6. Kemaharajaan Melayu tidak diperkenankan lagi mengangkat 
Yang Dipertuan Muda (Raja Muda) dari keturunan Bugis dan 
juga tidak diperkenankan memakai pegawai keturunan Bugis, 
kecuali orang-orang Bugis yang telah lahir dan dibesarkan di 
Riau. 
7. Kompeni Belanda bebas berdagang di seluruh wilayah Riau 
dan orang-orang Riau diperkenankan pula berdagang hingga 
sampai ke Malaka dengan mematuhi ketentuan-ketentuan 
perdagangan yang telah diatur oleh Belanda. 
8. Semua kapal yang berlayar ke Malaka atau melalui pelabuhan 
Bandar Malaka hendaknya mempunyai surat izin atau 
pelayaran yang dikeluarkan oleh pihak Belanda. 
9. Bangsa Eropa lain kecuali Belanda dilarang berdagang dalam 
wilayah Kerajaan Melayu Riau dan juga memasuki perairan 
Riau. Kecuali ditimpa kemalangan. 
10. Suku bangsa dari Nusantara diperkenankan berdagang dan 
memasuki perairan Riau kecuali suku bangsa yang berasal dari 
 

































Kalimantan dan Bugis. Orang-orang Cina diperkenankan 
berdagang dan memasuki perairan Riau. 
11. Tawanan kedua pihak dapat ditukar kembali dengan tebusan 
setiap kepala sepuluh ringgit 
12. Para pedagang lainnya kecuali Belanda tidak diperkenankan 
dan membawa dan memperdagangkan rempah-rempah dan 
timah dari Bangka dan Palembang. Jika masih juga larangan itu 
dilanggar dan didapati masih ada pedagang membawa barang-
barang terlarang tersebut, sultan berhak merampas dan 
menyitanya dan kemudian menjual barang-barang sitaan atau 
rampasan tersebut kepada pihak Belanda dengan harga yang 
telah ditentukan yaitu 36 ringgit Spanyol, tiap-tiap satu bahara 
atau 30 hati. 
13. Jika sultan wafat, yang menggantikannya hendaklah keturunan 
langsung atau adik-kakaknya dan yang ditunjuk sebagai 
penggantinya itu hendaklah disetujui oleh pihak Belanda. 
14. Sultan Mahmud Syah III dibebankan dan harus membayar 
ganti rugi perang sebesar 60.000 ringgit Spanyol kepada pihak 
Belanda, Sultan Mahmud Syah III diperkenankan memerintah 
dan menjalankan pemerintahan dalam Kerajaan Melayu Riau 
kembali di bawah pengawasan pihak kompeni Belanda.34 
                                                          
34Daud Kadir, dkk. Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 149-151 
 

































Pada prinsipnya Belanda masih mengakui eksistensi 
Kesultanan Riau-Lingga, namun kekuasaan itu serba dibatasi. Dengan 
adannya perjanjian ini sultan tidak merasa nyaman karena seluruh 
gerak-gerik sultan dipantau oleh Belanda. Sultan Mahmud Syah III 
beserta pembesar kerajaan juga tidak dapat melawan secara terang-
terangan karena terikat perjanjian tersebut. Sultan dan para pembesar-
pembesarnya berusaha mengusir Belanda dengan menghubungi Raja 
Ismail yang merupakan Raja Lanun (bajak laut) atau disebut juga Raja 
Tempasok.35 
Pada Mei 1787 angkatan laut Tempasok melakukan serangan 
mendadak ke Kota  Tanjung Pinang yang merupakan tempat Residen 
Riau bermukim.36 Dalam pertempuran itu banyak tentara Belanda yang 
mati dan Residen Riau menyerahkan diri kepada komandan angkatan 
laut Tempasok. 
Hal itu membuat Sultan merasa tidak aman karena Sultan takut 
terjadi serangan balik dari pihak Belanda ke Riau. Oleh karena itu, 
untuk mengantisipasi hal tersebut sultan dan para pembesarnya 
bermusyawarah untuk mencari daerah persembunyian yang aman dari 
kejaran Belanda. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke 
wilayah Daik Lingga. Wilayah tersebut terletak di pulau Lingga dan 
disana kemudian dibangun istana baru. Pusat pemerintahan Kesultanan 
Melayu Johor-Riau yang awalnya terletak di Riau (Bintan) akibat 
                                                          
35Ahmad Yusuf, dkk. Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau, 97. 
36Ibid.  98. 
 

































perpindahan tersebut kemudian berpindah ke Lingga.37 Oleh sebab itu, 
sultan berusaha membangun beberapa fasilitas untuk menjaga 
kestabilitasan jalannya pemerintahan di pusat pemerintahan yang baru 
yaitu Daik Lingga. Dalam rangka pembenahan pemerintahan, sultan 
telah menetapkan wilayah kekuasaan dan mengangkat para pejabatnya.  
Daerah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Riau-
Lingga, diperintah oleh Orang Kaya yang merupakan orang-orang 
yang dipilih karena memiliki keberanian dan kekuatan yang lebih 
daripada orang lain. Selanjutnya di bawah Orang-Orang Kaya terdapat 
pembantu-pembantunya dengan gelar Penghulu dan Batin. Sedangkan 
di bawah Penghulu dan Batin adalah Juru atau Jenang yang 
kedudukannya hampir sama dengan ketua RK dan ketua RT sekarang 
ini.38 
Berbagai pertempuran terjadi di wilayah Kesultanan Riau-
Lingga. Hal ini menyebabkan perkembangan Kesultanan Riau-Lingga 
terhambat. Akan tetapi secara hakikatnya Kesultanan Riau-Lingga 
memiliki dua kepala pemerintahan, yaitu Sultan Yang Dipertuan Besar 
yang berkedudukan di Daik (Lingga) kemudian pindah ke Pulau 
Penyengat dan Yang Dipertuan Muda di Riau yang berkedudukan di 
Pulau Penyengat. Yang Dipertuan Muda di Riau merupakan 
kedudukan yang menjadi hak turun-temurun bagi bangsawan Bugis di 
Kesultanan Riau-Lingga. Yang Dipertuan Muda di Riau mempunyai 





































hak prerogratif yang tidak jarang pula mampu memainkan peran 
sultan. Kedudukan Yang Dipertuan Muda di Riau berada di bawah 
kedudukan seorang sultan, tetapi pada prakteknya fungsi Yang 
Dipertuan Muda di Riau ini mampu menggantikan posisi sultan.39 
Wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga meliputi 
seluruh Kabupaten Kepulauan Riau sebelum terjadi pemekaran daerah 
ditambah dengan beberapa emirat (pemerintahan yang dikepalai oleh 
seorang emir atau kepala pemerintahan) seperti Mandah yang terdiri 
dari Igal, Gaul, Reteh dan Mandah yang pada mulanya termasuk ke 
dalam daerah Inderagiri, tetapi kemudian dibagi lagi menjadi 
Inderagiri Hilir.40 
Wilayah Kerajaan Melayu Riau-Lingga merupakan daerah 
yang sangat potensial sebagai bandar perdagangan. Paling tidak ada 
dua komoditi yang berasal dari Kerajaan Melayu Riau-Lingga yaitu 
rempah-rempah (terutama lada) dan timah. Belanda telah menguasai 
sektor perdagangan (perekonomian) di Kerajaan Melayu Riau-Lingga, 
bahkan sebelum Kerajaan Melayu Riau-Lingga dipisahkan dari 
Kesultanan Melayu Johor, Riau-Lingga dan Pahang sebagai 
konsekuensi dari isi perjanjian Traktat London 1824.41 Belanda 
sanggup mengikatkan kekuatan yang sangat kuat di wilayah ini karena 
                                                          
39Netscher, E., De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865, terj. Wan Ghalib, dkk., 
Belanda di Johor dan Siak 1602-1865 (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan 
Yayasan Arkeologi dan Sejarah “Bina Pusaka, 2002), 497-498 
40Hasan Junus, Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau (Riau: 
Unri Press, 2002),  9. 
41Hikmat Ishak, Warisan Riau:Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris, 50-51. 
 

































kemenangan atas beberapa peperangan yang dikenal sebagai Perang 
Riau-Belanda. Pada tahun 1801 tambang timah di Pulau Karimun, 
Kundur dan Pulau Singkep mulai dibuka secara besar-besaran yang 
pada akhirnya membuat kehidupan semakin meningkat.42 
Sultan Abdul Rahman pada saat itu merupakan sultan yang 
memerintah di Kesultanan Riau-Lingga pada tahun 1818-1832 
mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tanggal 23 Oktober 1830 
untuk merealisir Traktat London 1824. Isi perjanjian tahun 1830 
menyatakan bahwa sultan mengakui pemerintahan Belanda sebagai 
pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk mewakili pemerintahan Belanda 
ditunjuklah seorang residen yang berkedudukan di Tanjung Pinang.43 
Pemerintahan Hindia-Belanda memberikan perlindungan terhadap 
sultan dan keturunannya serta Belanda mengakui bahwa sultan dan 
keturunannya yang berhak atas daerah Riau-Lingga dan jajahannya. 
Kepemimpinan Kesultanan Riau-Lingga selanjutnya dipegang 
oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II. Sultan berusaha untuk 
meningkatkan penghasilan rakyat. Dalam rangka inilah pada tahun 
1860 sultan menggalakkan penanaman “sagu rumbie” karena tanaman 
ini sangat sesuai dengan kondisi tanah di Daik Lingga. Bibit sagu 
diambil dari Serawak. Selain itu, sultan juga memajukan penambangan 
bijih timah di Singkep.44 Untuk mengolah sagu, sultan mendirikan 
                                                          
42Ibid., 52-53. 
43Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 184. 
44Ibid. 188. 
 

































pabrik sagu di Kampung Pahang. Pekerja-pekerja pabrik berasal dari 
imigran-imigran Cina. Mereka membuka perkebunan sekaligus bekerja 
di pabrik. Oleh sebab itu di Lingga terdapat Kampung Cina. 
 
C. Keruntuhan Kesultanan Riau-Lingga  
Melihat perkembangan di Pulau Lingga lebih kurang 120 
tahun, Belanda yang berada di Riau-Tanjung Pinang pun melakukan 
pengambil-alihan. Hal ini menyebabkan kekuasan sultan semakin kecil 
dan akhirnya sultan Riau-Lingga terakhir, Sultan Abdul Rahman 
Muazzamsyah, memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan 
Melayu Riau-Lingga ke Pulau Penyengat pada tahun 1900 setelah 
lembaga Yang Dipertuan Muda dihapuskan. 
Persengketaan antara Inggris dan Belanda dalam upaya 
memperebutkan pengaruh di Kesultanan Melayu Lingga-Riau 
diselesaikan dengan perjanjian yang dikenal dengan Traktat London 
pada tanggal 17 Maret 1824 yang isinya antara lain adalah, Belanda 
tak mencampuri segala urusan Inggris di Semenanjung Melayu.45 
Berdasarkan Traktat London 1824, Kesultanan Riau-Lingga berada di 
bawah kekuasaan Belanda, sedangkan Johor dan Pahang berada di 
bawah kekuasaan Inggris. Wilayah Singapura ke utara menjadi 
wilayah jajahan Inggris dan semua pulau-pulau sebelah selatan 
                                                          
45Ahmad Yusuf, dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau, 131 
 

































Singapura menjadi wilayah jajahan Belanda. Wilayah Kepulauan Riau 
di selatan menjadi Kesultanan Riau-Lingga sejak tahun 1824.46 
Berikut isi Traktat London yang membagi dua daerah 
kesultanan tersebut: 
1. Bagian utara yang sebelumnya adalah bagian Kesultanan 
Melayu Lingga-Riau menjadi wilayah Kesultanan Melayu 
Johor. 
2. Bagian Selatan yaitu pulau-pulau Lingga-Singkep dan Riau 
serta beberapa daerah lainnya tetap berada dalam Kesultanan 
Melayu Lingga-Riau. Daerah-daerah inilah yang terus 
dikembangkan dan dijaga sebagai upaya mempertahankan 
keberadaan suku bangsa Melayu – Riau.47 
Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman (1824-1832) 
terjadi penandatanganan perjanjian yang berisi pengakuan tentang 
kekuasaan tertinggi di bawah pemerintah Belanda. Sultan selanjutnya, 
Muzzaffar Syah (1834-1857), mengacuhkan perjanjian tersebut, maka 
Muzzaffar Syah kemudian dimakzulkan dari jabatannya. Gubernur 
Jenderal Belanda menggantinya dengan Tengku Sulaiman yang 
dilantik pada tanggal 10 Oktober 1857 dengan gelar Sultan Sulaiman 
Badrul Alam Syah (1857-1883).48 
                                                          
46Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 182 
47Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu, 297 
48Ibid., 298 
 

































Setelah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah II turun tahta, 
dilantiklah Raja Abdul Rahman yang merupakan putra dari Yang 
Dipertuan Muda ke-10 Riau Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Abdul 
Rahman digelari Sultan Abdul Rahman Muzzaffar Syah. Dia 
merupakan sultan Lingga-Riau yang terakhir memerintah dari tahun 
1883-1912 dengan pusat pemerintahan di Daik-Lingga semenjak 
meninggalnya Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga yang ke-10 Raja 
Muhammad Yusuf tahun 1899.49  
Pada tahun tersebut, Lembaga Yang Dipertuan Muda dihapus, 
Maka yang memerintah negeri Riau-Lingga adalah sultan. Pusat 
pemerintahan Riau-Lingga dipindahkan dari Daik ke Pulau 
Penyengat.50 Oleh karenanya, Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad 
Yusuf kemudian tinggal di Riau, ditempatnya memerintah dari tahun 
1900-1912.51  
Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga berakhir pada tahun 
1913. G.P. de Bruin Kops seorang Residen Riau dari Belanda 
membacakan surat pemberhentian Sultan Abdul Rahman II Muadzam 
Syah dan  Tengku Umar di Gedung Rusydiah Klub. Belanda beralasan 
sultan dan Kesultanan Melayu Riau-Lingga telah melanggar perjanjian 
dengan menyingkir ke Johor dan Singapura. Hal itu disebabkan karena 
                                                          
49Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 186 
50Pulau penyengat adalah salah satu  pulau yang masuk dalam  kekuasaan pemerintah 
kesultanan Riau-Lingga. Bila di lihat dari puing-puing peninggalan sejarah, pulau penyengat 
adalah benteng terakhir kerajaan  Riau-Lingga. Lihat  Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu,  . 05 
51Ibid.  373 
 

































wilayah tersebut menurut perjanjian terdahulu yaitu Traktat London 
merupakan daerah kekuasaan Inggris, bukan Belanda. Pada tahun 1913 
Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menghapuskan Kesultanan 
Riau-Lingga.52  
 
D. Sultan dan Yang Dipertuan Muda Kerajaan Melayu Riau-Lingga 
Sultan yang menjabat dalam Kerajaan Melayu Riau-Lingga: 
1. Sultan Mahmud Syah III (1756-1812) 
2. Sultan Abdul Rahman (1824–1832) 
3. Sultan Muhammad II Muazzam Shah (1832–1835) 
4. Sultan Mahmud IV Muzaffar Shah (1835–1857) 
5. Sultan Sulaiman II Badrul Alam Shah (1857–1883) 
6. Sultan Abdul Rahman II Muazzam Shah (1883–1911) 
Yang Dipertuan Muda yang menjabat dalam Kerajaan Melayu 
Riau-Lingga: 
1. Yang Dipertuan Muda Raja Ali (1784-1805) 
2. Yang Dipertuan Muda Raja Jakfar (1805-1831) 
3. Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman (1831-1844) 
4. Yang Dipertuan Muda Raja Aki bin Ja’far (1844-1857) 
5. Yang Dipertuan Muda Raja Haji Abdullah (1857-1859) 
6. Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf (1859-1899) 
  
                                                          
52Hasan Junus, Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau, 181 
 



































ENGKU PUTRI RAJA HAMIDAH 
 
A. Biografi Engku Puteri Raja Hamidah 
Raja Hamidah atau yang dikenal juga sebagai Engku Puteri 
lahir pada tahun 1774 di pusat kerajaan Riau yang ketika itu bertempat 
di Kota Lama, Pulau Bintan yang kemudian dikenal dengan nama  Ulu 
Riau atau Riau Lama. Kemungkinan besar Raja Hamidah dilahirkan di 
istana Kota Piring di Pulau biram Dewa karena sang ayah telah 
membangun istana di pulau itu sebelum ia menjabat sebagai Yang 
Dipertuan Muda IV.53 
Ia merupakan anak perempuan Raja Haji seorang Kelana Putra 
Jaya, yaitu jabatan yang diberikan kepada calon Yang Dipertuan Muda 
dari isterinya yang merupakan seorang gahara atau bangsawan Riau 
Raja Perak binti Yang Dipertuan Muda Riau III Daeng Kamboja.  
Raja Hamidah memiliki saudara seayah seibu yaitu Raja Siti 
yang menjadi isteri Karaeng Talibak dan saudara lain seayah tetapi 
beda ibu yaitu Raja Djakfar yang kelak menjadi Yang Dipertuan Muda 
VI, Raja Idris, Raja Pahang dan Raja Ahmad.54
                                                          
53 Junus, Hasan. Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau. Riau: Unri 
Press, 2002.  25 
54 Ibid, 7 
 



































Sebagai anak perempuan dari seorang panglima perang Yang 
Dipertuan Muda maka Raja Hamidah pastinya di besarkan dalam 
tradisi istana, kebangsaan, perang dan militerisasi. Tetapi sang ayah 
juga merupakan seorang yang taat beragama, menghargai para ulama 
dan keistanaanya di Kota Piring, ia pun banyak mendatangkan banyak 
guru dan mengajarkan mereka tentang ilmu agama dan pengetahuan.  
Raja Hamidah juga dibesarkan dalam tradisi adat Melayu dari 
ibunya maupun pemuka adat dari garis Bugis. Tradisi ini tentu ikut 
membentuk karakter Raja Hamida, posisinya sebagai putri bangsawan, 
sebagai ahli waris dari seorang  Yang Dipertuan Muda dan garis 
keturunan yang unggul, baik dari garis Melayu maupun Bugis.  
Proses pendidikan besar dalam istana dan konflik politik serta 
peperangan yang mewarnai masa muda nya menjadikan Raja Hamidah 
seorang sosok yang anggun, kukuh, beradat istiadat, cerdas, dan 
bijaksana. Ia lah seorang wanita anggun juga begitu sangat beribawa. 
 
B. Pemegang Regalia Kerajaan Melayu Riau-Lingga 
Raja Hamidah telah masuk dalam ranah politik dan kekuasan 
ketika dia dewasa dan kemudian dilamar oleh Sultan Mahmud Syah 
III, dengan begitu ia menjadi Permaisuri kerajaan Riau Lingga. Saat 
menikah dengan Sultan Mahmud tahun 1803 Raja Hamidah sudah 
menjadi perempuan yang matang, karena itu ia dinilai sanggup 
memikul berbagai masalah pelik bagi seorang perempuan istana, baik 
 



































beban politik maupun tekanan kekuasaan lain  oleh para pembesar 
negeri dan pemuka adat terutama dari kalangan Bugis. 
Perkawinan dengan Sultan Mahmud Syah III bisa dibilang 
merupakan sebuah perkawinan politik dikarenakan konflik dengan 
Bugis yang pernah terjadi, saat itu Sultan Mahmud Syah III ingin 
kembali memulihkan persaudaraan antara Melayu dan Bugis dan 
melupakan perseteruan di masa lalu. 
Raja Hamidah menjadi isteri keempat Sultan Mahmud Syah III 
yang sebelumnya telah memilik tiga orang isteri yaitu, Encik Puan 
anak dari Bendahara Pahang sebagai isteri pertama, Isteri kedua Encik 
Mokoh binti Encik Ja’far Daeng, isteri ketiga Encik Maryam binti 
Datuk Bendahara. 
Sultan Mahmud Syah III memberikan Pulau Penyengat dan 
seisinya yang dulunya merupakan kubu pertahanan kerajaan Melayu 
Riau Lingga kepada Raja Hamidah sebagai mahar atau mas kawin 
pernikahan ini, hal ini juga menjadi bentuk  makin eratnya hubungan 
antara Melayu dan Bugis.  Lebih dari itu, pada Raja Hamidah pula 
diamanahkan alat-alat kebesaran atau regalia kerajaan. 
Alat-alat kebesaran kerajaan ini dianggap sacral yang 
melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh kekuatan magis yang 
dapat mempengaruhi kosmos, dapat mengembalikan keseimbangannya 
dan menolak berbagai bahaya, seperti wabah, bencana alam dan 
gejolak masyarakat. 
 



































Alat-alat kebesaran kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga terdiri 
dari sebuah cogan bernama “Sirih Besar” karena berbentuk 
menyerupai sirih yang terbuat dari emas bertulang pirang, gendang 
nobat, sebuah pedang berhulu panjang dari emas, rantai sayap sandang, 
dan lainnya. Semua benda ini sangat penting terutama pada pelantikan 
seorang raja, penabalan seorang sultan tidak memenuhi syarat adat jika 
tidak disertai dengan alat-alat kebesaran ini. Tidak heran alat-alat ini 
sering diperebutkan karena nilai legitimasi yang dikandungnya. Hal ini 
terjadi saat alat-alat ini dalam penjagaan Raja Hamidah diperebutkan 
oleh kedua anak tirinya Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman 
dengan pihak-pihak yang menyebelahi mereka yaitu Inggris dan 
Belanda. Peristiwa ini menjadi peristiwa besar yang terjadi menjelang 
Perjanjian London atau traktat London pada 17 Maret 1824 yang 
dinggap sangat fatal dan menjadi tonggak sejarah mulai kemunduran 
kerajaan ini. 
Raja Hamidah telah memposisikan dirinya sebagai permaisuri 
dan isteri yang setia, bukan sebagai wajah kepentingan politik 
keturunan Bugis. Ia benar- benar seorang isteri juga permaisuri tempat 
Sultan Mahmud Syah III meletakan kasih sayang dan kerinduan. 
Tempat Sultan bertanya dan mencurah kerisauannya. Ian bukan 
pembisik sultan melainkan Penasehat bagi Sultan Mahmud Syah III 
dengan pemahamannya yang luas tentang politik, adat istiadat, dan 
 



































kebiasaan negeri-negeri yang besar membuat pengetahuan sangat luas, 
ia begitu teguh pendirian dan arif dalam bersikap.  
Engku Puteri berhasil menjadi benteng yang tangguh sebagai 
pemegang, pemelihara, dan pengawal kebesaran dan kedaulatan 
kerajaan, atau yang di sebut juga sebagai Regalia Kerajaan. Dia 
senantiasa menjaga kesucian Sirih Besar dan perangkat kebesaran dan 
lambang kekusaan. Ia begitu teguh pendirian untuk tidak memberikan 
Regalia ini dalam pendaulatan Sultan Abdul Rahman karna dinilai 
melanggar adat istiadat melayu dan tidak sesuai dengan wasiat sultan 
sebelumnya. Ia pun tidak memberikan kepada Sultan Husein yang 
diangkat menjadi sultan di wilayah Singapura oleh Inggris yang 
memecah belah Kerajaan Melayu ini menajadi dua kekuasaan sultan.  
Segala upaya dilakukan pihak Sultan Abdul Rahman dan 
Sultan Husein agar berhasil mendapatkan Regalia itu sampai Belanda 
dan Inggris juga ikut campur lebih dalam lagi. Bahkan dalam upaya 
mendapatkan Regalia itu, Sultan Husein meng kompensasikan nya 
dengan uang seharga 50.000 Ringgit Spanyol. Yang Dipertuan Muda 
Raja Djakfar yang tidak lain adalah adik dari Raja Hamidah memilih 
untuk mengutus keturunan Arab terpandang pergi ke Batavia untuk 
meminta  pihak Guvernemen Hindia-Belanda mejadi perantara untuk 
mengambil Regalia tersebut.55 
                                                          
55 Netscher, E., De Nederlanders in Djohor en Siak 1602 tot 1865, terj. Wan Ghalib, dkk., Belanda 
di Johor dan Siak 1602-1865 (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Yayasan 
Arkeologi dan Sejarah “Bina Pusaka, 2002), 276-277 
 
 



































Berkali-kali Belanda mendatangi Engku Puteri memaksa untuk 
memberikan alat-alat kebesaran itu sampai akhirnya pada Oktober 
1822 Engku Puteri memberikan alat kebesaran itu dengan berat hati. 
Dan pada tahun selanjutnya Sultan Abdul Rahman dilantik 
menggunakan alat kebesaran itu tapi tidaklah ada kesan seperti 
penabalan sultan yang terdahulu. 
Menurut beberapa catatan Engku Puteri meninggal pada 
tanggal 5 Agustus 1844, ia di makamkan di pulau Penyengat. 
Sebagaimana dicatat dalam Tuhfat al-Nafis: 
“Maka di dalam tiada berapa antaranya maka Yang 
Dipertuan Muda pun geringlah. Maka di dalam tiada berapa 
antaranya harinya maka dengan takdir Allah Ta’ala maka 
Yang Dipertuan Muda pun mangkatlah kembali ke 
rahmatullah Ta’ala qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, 
iaitu pada hari bulan Jamadilakhir jam pukul sepulum malam 
Isnin tahun sanat 1260. Maka gemparlah Riau Pulau 
Penyengat dengan ratap tangis segala anak raja-raja dan 
segala isi istana dan isi negeri sekalian. Maka dikuburkanlah 
oleh Sultan Mahmud serta saudaranya betapa adat istiadat 
raja-raja yang besar-besar mangkat. Syahadan ada kira-kira 
sebulan lamanya antara itu maka Engku Puteri pun mangkat 
pula, iaitu pada dua pukuh lapan hari bulan Rejab jam pukul 
tiga malam Isnin pada tahun itu juga. Maka dikuburkan oleh 
 



































paduka adindanya Engku Haji Ahmad serta dengan paduka 
anakanda sekalian di dalam kotanya, diperbuatnya satu kubah 
demikianlah halnya,” 
 Kini makam Engku Puteri menjadi salah satu tempat ziarah 
yang banyak dikunjungi di pulau Penyengat. Yang juga disana terdapat 
makam para pembesar melayu lainnya. Begitu banyak jejak fisik 
historis yang tersisa di pulau Penyengat mulai dari benteng pertahanan, 
gedung pemerintahan, meriam, parit-parit yang dijadikan tempat 
berlindung, dan yang paling terkenal yaitu Masjid Raya Sultan Riau 
yang masih berdiri kokoh sejak ratusan tahun dengan arsitektur yang 
indah dan penuh nilai sejarah. 
 
 



































DINAMIKA KERAJAAN MELAYU RIAU - LINGGA 
TAHUN 1803-1832 
 
A. Pemerintahan Sultan Mahmud Syah III (1803-1812) 
Kemaharajaan Melayu yang meliputi Riau, Johor, Pahang dan 
Lingga serta seluruh daerah taklukannya berada di Riau, sehingga 
pemerintahannya disebut juga Kerajaan Riau. Dalam pemerintahan 
Kerajaan Melayu sebelumnya, mulai dari zaman Kerajaan Melayu 
Singapura, Kemaharajaan Melayu Melaka, sampai Kemaharajaan 
Melayu berpusat di Johor, kekuasaan raja atau sultan sangat mutlak. 
Walaupun ada jabatan Yang Dipertuan Muda atau Raja Muda 
fungsinya hanya sebagai wakil saja. Tetapi semenjak Yang Dipertuan 
Muda diangkat dari kalangan Bugis, peran Yang Dipertuan Muda 
mulai lebih dominan. Secara teknis dilapangan jika disamakan dengan 
sistem pemerintahan jaman sekarang, Yang Dipertuan Muda 
wewenangnya sebagai Perdana Menteri, sedangkan Sultan merupakan 
Raja sebagai symbol negara. Inilah perubahan mendasar dalam politik 
pemerintahan berkerajaan di tanah melayu semenjak orang Bugis turut 
serta dalam kancah politik. 
Kesultanan Melayu Riau-Lingga merupakan kerajaan yang 
terletak di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Kesultanan Melayu  
Riau-Lingga pada awalnya menjadi satu dengan Kesultanan Johor di 
Malaka. Namun, setelah terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris 
yang disebut juga Traktat London, dalam perjanjian ini wilayah 
 



































kekuasaan dari Kesultanan Melayu  Johor-Riau-Lingga-Pahang terbagi 
menjadi dua wilayah, yaitu sebagian wilayah masuk ke dalam 
pemerintahan Inggris di Semenanjung Malaka sampai Temasek atau 
yang sekarang disebut Singapura dan sebagian wilayah lainnya masuk 
ke dalam pemerintahan Belanda. Kawasan yang masuk ke wilayah 
pendudukan pemerintahan Belanda ini disebut dengan nama 
Kesultanan Melayu Riau-Lingga.56 
Nama kerajaan ini mulai bergema setelah Sultan Mahmud Syah 
III yang merupakan sultan ke-16 Kerajaan Johor-Riau memindahkan 
pusat pemerintahan ke Daik di Pulau Lingga tahun 1787 setelah 
mendapatkan tekanan dari Belanda. Sejak itu nama Kerajaan Johor-
Riau berubah menjadi Kerajaan Lingga-Riau, dengan wilayah 
kekuasaan tetap seperti yang sebelumnya, meliputi Lingga, Riau, 
Johor, Singapura, Pahang, serta wilayah Pantai Timur Sumatera bagian 
tengah dan pulau-pulau sekitarnya.57 
Bertahun-tahun berlalu dengan usaha perdamaian yang 
dilakukan agar kerajaan dapat kembali menduduki wilayah  Riau 
melalui perantara Sultan Ibrahim Selangor yang juga rela menjamin 
dirinya saat menghadap Belanda selalu gagal karna Belanda merasa 
curiga kepada mereka, akhirnya Riau kembali pada Sultan Mahmud 
Syah III melalui perantara kompeni Inggris yang seolah-olah wilayah 
                                                          
56Hikmat Ishak, Warisan Riau:Tanah Melayu Indonesia yang Legendaris (Pekanbaru: 
Yayasan Warisan Budaya, 2001), 52-53. 
57 Daud Kadir, dkk., Sejarah Kebesaran Kesultanan Riau-Lingga (Kepulauan Riau: 
Pemerintah Kabupaten Lingga, 2008), 16 
 



































ini sudah direbut oleh Inggris dari Belanda tetapi kenyataannya 
melalui perjanjian yang begitu rumit sampai akhirnya Gubernur 
Jendral Belanda setuju untuk memulihkan persahabatan dengan pihak 
Sultan. Bahkan Sultan Mahmud Syah III juga menjanjikan hadiah 
sebesar 60.000 ringgit kalau Belanda bersedia mengembalikan 
kekuasaan dalam negeri sepenuhnya.  
Setelah terlaksananya penyerahan Riau, berarti seluruh 
pemerintahan sepenuhnya kembali pada kekuasaan Kesultanan Melayu 
Lingga-Riau.  Belanda juga memberikan beberapa meriam beserta 
pelurunya kepada Sultan untuk melawan perampok di lautan. 
Sebenarnya ini hanya tujuan tersirat dari Belanda jika ada 
kemungkinan  datang serangan Raja Ali atau orang Bugis lainnya. 
Kemudian, Sultan Mahmud Syah III kembali mengangkat Raja 
Ali sebagai Yang Dipertuan Muda demi menjaga hubungan baik 
dengan Sultan Ibrahim Selangor yang berniat memulihkan hubungan 
keruh antara Melayu dengan Bugis di masa lalu. Tetapi, keputusan 
Sultah Mahmud Syah III ditentang keras oleh bangsawan Melayu 
karna bagi mereka permusuhan masa lalu belum dapat mereka 
lupakan, yang keruh belum dapat dijernihkan. 
Memang pada hakikatnya jabatan tersebut sah jika diberikan 
kepada Raja Ali mengingat ia merupakan keturunan Bugis yang sesuai 
dengan sumpah setia Bugis-Melayu pada tahun 1722 dulu, jabatan 
Yang Dipertuan Muda menjadi hak penuh keturunan Bugis. Tetapi 
 



































mengingat masa lalu, para bangsawan melayu tidak dapat berperan 
apabila Yang Dipertuan Muda  dijabat kalangan Bugis. Agar tidak 
melanggar sumpah tersebut Yang Dipertuan Muda tetap dari keturunan 
Bugis tetapi bukan Raja Ali. Akhirnya pilihan jatuh kepada Raja 
Djakfar, anak Raja Haji Fisabilillah, tetapi Sultan Ibrahim Selangor 
tidak sependapat dan kembali pulang ke Selangor dengan keadaan 
buntu.58 
Disisi lain, selama pemerintahan berpusat di Lingga, Sultan 
Mahmud Syah III mempercayai Engku Muda Muhammad untuk 
menjaga Riau yang pada saat itu ditinggalkan karna tekanan Belanda. 
Sampai Riau kembali ke tangan Sultan Mahmud Syah III berarti Riau 
masih dalam penjagaan Engku Muda Muhammad yang kemudian 
Sultan Mahmud Syah III mengangkat kembali Raja Ali sebagai Yang 
Dipertuan Muda yang tentunya akan menduduki Riau. Disini lah 
terjadi perselisihan selain daripada para bangsawan Melayu yang 
menentang keras tetapi juga dari pihak Yang Dipertuan Muda Raja Ali 
dan Engku Muda Muhammad tentang pemegang kuasa Riau.59 
Tentunya keduanya saling mempertahankan hak karna 
keduanya memang berhak atas jabatan pemegang kuasa ini. Poin 
kemenangan Raja Ali yaitu ia merupakan keturunan Bugis dan sesuai 
sumpah setia Bugis-Melayu ia memiliki hak penuh atas jabatan Yang 
Dipertuan Muda. Poin penangkis Engku Muda Muhammad yaitu ia 
                                                          
58 Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu, 251. 
59 Ahmad Yusuf, dkk., Dari Kesultanan Melayu Johor-Riau ke Kesultanan Melayu Lingga-Riau 
(Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1993), 105 
 



































yang mengurus dan menjaga Riau yang ditinggalkan jadi padang jalak 
padang tekukur. Bagaimana pun Engku Muda Muhammad tetap di 
Riau, mengurus Riau dalam suka dan duka.  
Perang pun pecah antara Raja Ali dan Engku Muda 
Muhammad pada 1 Mei 1801, menyisakan kekalahan bagi Engku 
Muda Muhammad dan ia akhirnya pergi ke Pulau Bulang. Didatangi 
lah Engku Muda Muhammad oleh Sultan Mahmud Syah III setelah 
mendengar pertikaian dua orang Yang Dipertuan Muda, Raja Ali pun 
dipanggil untuk menghadap ke Pulau Bulang. Pertemuan diadakan 
diatas kapal milik Sultan Mahmud Syah III, demikian juga dengan 
para bangsawan Melayu dan Bugis  juga turut hadir berkumpul dalam 
kapal Sultan. Beberapa sejarawan menyebut pertemuan ini sebagai 
“Perdamaian Kuala Bulang”. Ada juga yang menyebutnya “Mufakat 
Bulang” karna diadakan di Kuala Bulang. 
Diceritakan dalam Tuhfat al-Nafis oleh Raja Ali Haji 
bagaimana sikap kedua Yang Dipertuan Muda ketika bertemu:60 
“Syahdan apabila sampailah saatnya yang baik, maka 
berhimpunlah segala raja-raja dan orang besar-besar di 
kenaikan baginda Sultan Mahmud. Maka Baginda pun 
menyuruh menyilakan Engku Muda. Maka Engku Muda pun 
datanglah menghadap. Maka Engku Muda pun terpandanglah 
kepada Yang Dipertuan Muda Raja Ali, maka katanya, ‘Apa 
                                                          
60Raja Ali Haji (1991), Tuhfat al-Nafis, Sejarah Melayu Islam Penyelanggara Virgina Matheson 
Hooker, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur, 467-468 
 



































kabar Bang Ali? Hendak lagi berperang? Puaskah? Belum?’ 
Maka Yang Dipertuan Muda Raja Ali tersenyum seraya 
katanya, ‘Yang abang ini puaslah dengan titah.’ Syahdan 
apabila Sultan Mahmud mendengar perkataan keduanya maka 
titah baginda, ‘Apalah kita panjang-panjangkan lagi antara 
semua adik-beradik, mana-mana yang telah sudah habislah, 
mana-mana yang di hadapan ini, mufakat sajalah, kita adik-
beradik sama Islam.’” 
Putusan dalam “Perdamaian Kuala Bulang” ini Sultan Mahmud 
Syah III mengembalikan jabatan Yang Dipertuan Muda V kepada Raja 
Ali dan Engku Muda Muhammad menyerahkan jabatan Yang 
Dipertuan Muda yang diembannya dikala susah dan dikembalikannya 
kala zaman sudah berubah. 
Kepada Yang Dipertuan Muda Raja Ali, Sultan kembali 
memberi tahta hak memerintah di Riau. Dari istananya di Pulau Bayan 
beliau kembali menata ulang pelabuhan sehingga para pedagang dari 
negeri-negeri lain kembali berdatangan.  Tahun 1806, Yang Dipertuan 
Muda Raja Ali wafat di istananya di Pulau Bayan, sebagai gantinya 
diangkatlah Raja Djakfar menjadi Yang Dipertuan Muda VI yang juga 
merupakan saudara seayah dengan Raja Hamidah sang isteri Sultan 
Mahmud Syah III. 
Selesainya “Perdamaian Kuala Bulang” untuk lebih 
mempererat ikatan persaudaraan antara orang-orang Melayu dengan 
 



































orang-orang Bugis, Sultan Mahmud Syah III menikah dengan Raja 
Hamidah (Engku Puteri) anak dari Raja Haji Fisabilillah dari 
keturunan Bugis yang dahulu merupakan Yang Dipertuan Muda IV.  
Sebagai mahar atau mas kawin, Sultan memberikan Pulau 
Penyengat dan segala isinya menjadi hak penuh Raja Hamidah atau 
yang disebut juga Engku Puteri Raja Hamidah, Sultan juga 
membangun Istana lengkap dengan benteng perlindungan atau yang 
disebutkan dalam Tuhfat al-Nafis lengkap dengan kota paritnya yang 
kelak menjadi pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda VI. Sultan 
juga telah menentukan hak milik untuk anaknya Tengku Abdul 
Rahman mendapat hak Pulau Lingga, namun selagi baginda masih 
Hidup Pulau Penyengat dan Pulau Lingga masih di bawah kekuasaan 
Sultan Mahmud Syah III.  
Sultan Mahmud Syah III memiliki 4 orang isteri yang dari 
mereka baginda memperoleh keturunan dari isteri kedua bernama 
Encik Mokoh binti Encik Ja’far Daeng Maturang melahirkan Tengku 
husein. Dan dari isteri ketiga Encik Maryam binti Datuk Bendahara 
melahirkan Tengku Abdul Rahman. Sedang dari isteri pertama 
bernama Engku Puan anak dari Bendahara Pahang dan isteri keempat 
yakni Engku Puteri Raja Hamidah tidak memiliki keturunan. Kedua 
anak Sultan inilah yang akan meneruskan pemerintahan sang ayah. 
Setahun sebelum wafatnya Sultan Mahmud Syah III yaitu pada 
1811, Sultan memanggil puteranya untuk diberikan wasiat serta 
 



































nasihat untuk masa depan keduanya dan juga masa depan Kerajaan 
Melayu Lingga-Riau.  
1. Kepada Tengku Husein dijelaskan ia akan menjadi pengganti 
Sultan sesuai dengan adat kerjaan yang berlaku. 
2. Kepada Tengku Abdul Rahman dipesankan untuk mendalami 
ilmu agama supaya menjadi seorang alim yang taat. dan ia juga 
dipesan agar menunaikan ibadah Haji. 
Pada 1812, Sultan Mahmud Syah III wafat di Lingga dan diberi 
gelar Marhum Masjid. Beliau telah berhasil meletakkan landasan 
untuk kelanjutan pemerintahan Kerajaan selanjutnya. Menjadikan 
Lingga sebagai Ibukota dan membenahi serta membangun segala 
fasilitas walau selalu mendapat tekanan dari Belanda. 
 
B. Transisi Setelah Wafatnya Sultan Mahmud Syah III (1812-1823) 
Walau begitu, setelah wafatnya Sultan Mahmud Syah III terjadi 
perselisihan yang menjadi awal retaknya hubungan antara kedua anak 
pewaris Kerajaan Melayu Riau-Lingga serta campur tangan Inggris 
dan Belanda dalam Kerajaan ini terjadi lagi. 
Sesuai dengan adat istiadat kerajaan Melayu dan wasiat Sultan 
sebelumnya, anak sulung Tengku Husein diangkat sebagai pengganti. 
Hal ini pun didukung kuat oleh sang permaisuri yaitu Engku Puteri 
Raja Hamidah selaku janda Sultan, beberapa pembesar kerajaan dan 
Bendahara Tuan Ali Pahang. Tetapi dilain pihak Yang Dipertuan 
 



































Muda VI Raja Djakfar menginginkan anak kedua Tengku Abdur 
Rahman sebagai penerus tahta Kerajaan. 
Dalam adat kerajaan, jenazah Sultan belum bisa dimakamkan 
jika penggantinya belum ditentukan dan dilantik, karna itulah Yang 
Dipertuan Muda Raja Djakfar ingin segera mengangkat Tengku Abdul 
Rahman. Dan juga saat wafat Sultan, Tengku Husein anak sulung 
sedang berada di Pahang yang tidak dapat diprediksi kapan akan 
sampai di Lingga. Tentunya pengangkatan Tengku Abdul Rahman 
sebagai Sultan menhadapi tentangan berat dari pembesar kerajaan 
tetapi Yang Dipertuan Muda Raja Djafar tetap bersikukuh akan 
mengangkat Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan.  
Maka dilantiklah Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan Oleh 
Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tanpa menggunakan alat 
kebesaran pusaka kerajaan yang meliputi cogan bernama Sirih Besar 
yang berbentuk seperti daun sirih yang terbuat dari emas bertulang 
pirang. Selain itu ada pula gendang nobat, sebuah pedang emas 
berhulu panjang dan rantai sayap sandang, dan pusaka turun-temurun 
lainnya. Alat kebesaran pusaka kerajaan ini  dipegang oleh Engku 
Puteri Raja Hamidah dan jelas Engku Puteri enggan umtuk 
memberikannya karna ia tidak setuju dalam pengangkatan.61 Pusaka 
kerajaan ini sangat penting dalam tradisi berkerajaan bangsawan 
Melayu. Bagi Engku Puteri yang terpenting adalah menegakkan aturan 
                                                          
61 Haji Buyong bin Adil (1984:117) 
 



































yang berlaku sesuai adat yaitu sang putra sulung Tengku Husein yang 
berhak menjadi Sultan.  
Berita wafatnya sang ayah sampai kepada anak sulung Tengku 
Husein dari Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tanpa memberitahu 
bahwa sang adik sudah diangkat menjadi Sultan  dan kembalilah ia 
dari Pahang menuju Lingga. Sesampainya di Lingga, didapatinya 
Tengku Abdul Rahman sudah dilantik menjadi Sultan dan ia menuntut 
hak warisnya atas tahta kerajaan sesuai dengan wasiat Sultan Mahmud 
Syah III bahwa ia yang berhak menjadi pengganti Sultan. Dengan 
kekecewaan Tengku Husein pergi menuju Pulau Penyengat ingin 
berkeluh kesah tentang kedudukannya yang tersingkirkan kepada 
Engku Puteri Raja Hamidah.  
Tengku Husein pun hendak pergi menyerang Lingga dengan 
pasukan yang dikumpulkannya bersama Engku Puteri, tak lupa ia pun 
meminta bantuan kepada iparnya Bendahara Tun Ali di Pahang agar 
mengirimkan angkatan perang yang kemudian berkumpul di Pulau 
Bulang sebelum menuju ke Penyengat. Namun, usaha Tengku Husein 
menuntut ini tidak membuahkan hasil karena Yang Dipertuan Muda 
Raja Djakfar mengadu pada Residen Inggris perihal perbuatan 
Bendahara Tun Ali di Pahang  sehingga angkatan perang yang dikirim 
iparnya ditarik kembali dengan alasan Datuk Bendahara yang dinilai 
ikut campur dalam urusan Kerajaan Riau-Lingga ini dapat 
membangkitkan permusuhan dengan pihak Inggris. 
 



































Tak lama berselang, peta politik di Eropa berubah dan pada 
tahun 1815 di tandatangani Perdamaian Eropa di Wina. Yang berisikan 
negeri-negeri jajahan Belanda yang direbut Inggris pada 1795 harus 
dikembalikan. Pada 1816, Inggris akhirnya menyerahkan Pulau Jawa, 
Maluku dan Melaka, kemudian Rian kepada Belanda.  
Di awal tahun 1816 Belanda langsung kembali menuju Riau 
dan mendapati situasi telah berubah dengan Sultan Abdul Rahman 
telah dilantik oleh Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar yang 
merupakan keturunan Bugis. Belanda tidak mengakui pemerintahan 
Sultan Abdul Rahman dan Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar pada 
saat itu. Namun, tak sampai dua tahun Belanda mengalah dan mau 
mengakui pemerintahan itu dengan syarat: 
1. Sultan mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi 
2. Sultan memberikan izin kepada Belanda untuk 
memperbolehkan menambah dan memperkuat angkatan 
perangnya di wilayah Riau 
3. Hanya Belanda yang boleh berdagang dengan Riau 
Di lain pihak, Inggris yang masih ingin menguasai 
perdagangan di wilayah selat Melaka di wakili oleh Sir Thomas 
Stamford Raffles dan William Farquhar yang dahulu juga mantan 
Gubernur kompeni Inggris di Melaka datang menemui Temenggung 
Abdul Rahman di Singapura berniat ingin membujuknya agar 
mengizinkan Inggris untuk mendirikan pelabuhan dan pusat 
 



































perdagangan baru di Singapura sebagai ganti wilayah malaka yang 
telah dikembalikan kepada Belanda sesuai perjanjian Wina.62 Kedua 
pejabat ini menyampaikan maksud mereka agar Temenggung Abdul 
Rahman melantik Tengku Husein menjadi Sultan yang memerintah di 
Singapura dan Johor serta daerah taklukan lainnya. 
Dari pertemuan itu, oleh Tengku Embung dan Wan Abdullah di 
dampingi Encik Abu dijemputlah Tengku Husein ke Riau yang saat itu 
ia sedang bermukim di Pulau Bulang dibawa berlayar menuju 
Singapura. 
Tengku Husein dilantik menjadi Sultan Singapura dan Johor 
serta daerah taklukkannya  pada tahun 1819  bergelar Sultan Husein 
Syah. Sedangkan Temenggung Abdul Rahman tetap menjabat sebagai 
Datuk Temenggung tetapi peranannya sama seperti Yang Dipertuan 
Muda. Sejak saat itu Kemaharajaan Melayu memiliki dua orang Sultan 
di Lingga dan Singapura. 
Dalam tempo sekejap saja Raffles telah mengubah perjalanan 
sejarah Kerajaan Melayu ini, yang dahulunya meliputi Johor, Riau, 
Lingga, Singapura dan pulau-pulau sekitarnya. Akhirnya, Riau dan 
pulau-pulau lain di Kepulauan Riau serta Lingga tetap pada kekuasaan 
Belanda, sedang Singapura masuk dalam kekuasaan Inggris. Singkat 
cerita, Sultan Abdul Rahman merupakan Sultan terakhir dalam 
Kerajaan Melayu Johor-Pahang-Riau-Lingga dan daerah taklukkannya 
                                                          
62 Mahdini, Raja dan Kerajaan dalam Kepustakaan Melayu. (Yayasan Pusaka Riau: 2003), 46 
 



































dan merupakan sultan pertama dalam Kerajaan Melayu Riau-Lingga 
saja. Dan Sultan Husein menjadi sultan pertama dalam Kerajaan 
Melayu Johor yang memerintah di Singapura.63 
Tentunya berita ini mendapat reaksi keras dari Sultan Abdul 
Rahman dan Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar, namun Sultan 
Husein Syah tidak peduli karna ia merasa berhak menjadi sultan dalam 
Kerajaan Melayu. Sedangkan menurut Bendahara Sri Wak Raja di 
Pahang yang dalam hierarki kerajaan Melayu sebagai pejabat urutan 
keempat di bawah Datuk Temenggung, ia tidak ingin mencampuri 
urusan tersebut karna Singapura secara dibawah kekuasaan Datuk 
Temenggung. 
 
C. Pemerintahan Sultan Abdul Rahman (1824-1832) 
Serikat Ingris merupakan tonggak sejarah yang patut dicatat 
sebagai suatu usaha campur tangan Belanda-Inggris dalam kesultanan 
Melayu Lingga-Riau yang kemudian berhasil memecahkan kesatuan 
wilayah Melayu Riau.  
Daerah Kesultanan yang sebelumnya meliputi Riau, Lingga, 
Johor, Pahang, Trenggano dan Singapura di bagi menjadi dua bagian, 
yang sesuai dengan kesepakatan para penjajah dimana bagian utara 
yang meliputi Johor, Singapura, Trengganu dan Pahang yang 
sebelumnya bagian dari Kesultanan Melayu Lingga-Riau, menjadi 
                                                          
63 A.F Yassin dan Zam Ismail. Sejarah Adat-Istiadat Keseltanan Johor (1529-1855) (Johor Bahru: 
Yayasan Warisan Johor, 2002). 29 
 



































wilayah Kesultanan Melayu Johor-Singapura. Sedangkan bagian 
selatan yaitu pulau-pulau Lingga-Singkep dan Riau beserta beberapa 
daerah lainnya. Daerah-daerah inilah yang tetap berada dalam 
Kesultanan Melayu Lingga-Riau sebagai warisan dari Kesultanan 
Melayu Johor-Riau yang lama. Dan daerah-daerah ini pula yang terus 
dibina dan dikembangkan sebagai usaha mempertahankan ke beradaan 
suku bangsa Melayu Riau. 
Sementara Sultan terus membina kerajaan, Belanda pun tidak 
tinggal diam untuk memperkokoh kedudukannya selaku penguasa 
tertinggi dalam daerah Kesultanan Melayu Lingga-Riau, untuk 
melaksanakan keinginannya pihak Belanda memaksa untuk 
menandatangai perjanjian dengan Kesultanan Melayu Lingga-Riau 
pada tanggal 29 Oktober 183064. 
Surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Yang Dipertuan 
Muda Raja Jakfar selaku Wakil Sultan dan dari pihak Belanda ditanda 
tangani oleh Residen Elout65. Perjanjian itu berisikan antara lain 
pengakuan Sultan tentang kekuasaan tertinggi berada di tangan 
pemerintahan Belanda.  
Sultan Abdul Rahman dalam menjalankan pemerintahan harus 
tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai tanda persahabatan, 
Belanda mengakui bahwa Sultan dan keturunanya berhak atas Riau, 
Lingga dan daerah taklukannya. Selanjutnya dalam perjanjian itu 
                                                          
64 ARNAS, 1970;69-70 
65 Hasan Yunus, 1988;138 
 



































disebutkan pula bahwa Belanda menempatkan wakilnya di Riau selaku 
Residen Riau dan berkedudukan di Tanjung Pinang.  
Pada tahun 1832 Kesultanan Melayu Lingga-Riau ingin 
menengahi kemelut yang terjadi di Trengganu. Usaha itu dilarang 
Residen Riau Comets de Groot, karena menurut dia campur tangan itu 
bertentangan dengan Serikat Inggris66. Dari sikap yang ditunjukkan 
Residan Riau itu, terlihat bawha kekuasaan dan kebebasan sultan 
Abdul Rahman semakin dipersempit. Kepentingan bangsa serumpun 
dikalahkan oleh kepentingan politik Belanda dan Inggris dengan 
memperalat Serikat Inggris 1824. Belum lama sebelum diangkat 
menjadi Sultan beliau terkena penyakit yang tidak menentu sehingga 
badan beliau kurus kering dan jatuh sakit sehingga menyebabkan 
kematian beliau di tahun 1832.  
                                                          
66 Ibid., 139 
 




































A. Kesimpulan  
1. Sejarah Kesultanan Melayu Riau-Lingga, diawali dari sebuah kerajaan 
yang terletak di wilayah provinsi Kepulauan Riau. Kesultanan Melayu  
Riau-Lingga pada awalnya menjadi satu dengan Kesultanan Johor di 
Malaka. Namun, setelah terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris 
yang disebut juga Traktat London, dalam perjanjian ini wilayah 
kekuasaan dari Kesultanan Melayu  Johor-Riau-Lingga-Pahang terbagi 
menjadi dua wilayah, yaitu sebagian wilayah masuk ke dalam 
pemerintahan Inggris di Semenanjung Malaka sampai Temasek atau 
yang sekarang disebut Singapura dan sebagian wilayah lainnya masuk ke 
dalam pemerintahan Belanda. Kawasan yang masuk ke wilayah 
pendudukan pemerintahan Belanda ini disebut dengan nama Kesultanan 
Melayu Riau-Lingga. 
2. Raja Hamidah Raja Hamidah atau yang dikenal juga sebagai Engku 
Puteri lahir pada tahun 1774 di pusat kerajaan Riau yang ketika itu 
bertempat di Kota Lama, Pulau Bintan yang kemudian dikenal dengan 
nama  Ulu Riau atau Riau Lama. Kemungkinan besar Raja Hamidah 
dilahirkan di istana Kota Piring di Pulau Biram Dewa karena ayahnya 
telah membangun istana di pulau itu sebelum ia menjabat sebagai Yang 
Dipertuan Muda IV. Ia merupakan anak perempuan Raja Haji seorang 
Kelana Putra Jaya, yaitu jabatan yang diberikan kepada calon Yang 
 



































Dipertuan Muda dari isterinya yang merupakan seorang gahara atau 
bangsawan Riau Raja Perak binti Yang Dipertuan Muda Riau III Daeng 
Kamboja.  
3. Untuk memulihkan tali persaudaraan antara Melayu dan Bugis yang 
sempat retak, menikahlah Sultan Mahmud Syah III dengan Engku Puteri 
Raja Hamidah seorang keturunan bugis. Sultan memiliki dua anak yaitu 
Tengku Husein dan Tengku Abdul Rahman, setelah wafatnya sultan 
terjadilah perpecahan dalam pengangkatan sultan, penabalan sultan baru 
dilakukan tanpa Regalia Kerajaan karna yang diangkat bukan lah Tengku 
Husein anak sulung melainkan Tengku Abdul Rahman walau mendapat 
tentangan yang keras namun Yang Dipertuan Muda Raja Djakfar tetap 
bersikeras melantik Tengku Abdul Rahman. Tengku Husein akhirnya 
dibujuk untuk menjadi sultan di Singapura oleh Inggris yang masih ingin 
menguasai perdagangan di Melaka walau semua kekuasaan Inggris sudah 
di kembalikan ke Belanda sesuai Perjanjian Wina. Tengku Husein 
dilantik oleh Temenggung juga tanpa di sertai Regalia Kerajaan walau 
sudah membujuk agar sang permaisuri mau menyerahkan alat kebesaran 
itu. Disinilah campur tangan Inggris dan Belanda yang memecah 
kekuasaan Kerajaan Melayu Riau-Lingga menjadi dua bagian dengan 
sultan yang  berbeda. Alat kebesaran berhasil direbut paksa dari tangan 
Engku Puteri Raja Hamidah oleh Belanda untuk melantik kembali 
Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan dengan wilayah kekuasaan Riau-
 



































Lingga dan pulau sekitarnya sesuai Traktat London dimana wilayah 
Semenanjung Melaka termasuk Singapura menjadi kekuasaan Inggris. 
 
B. Saran 
Berdasarkan analisa dan kesimpulan penelitian yang berjudul Engku 
Puteri Raja Hamidah dan Kondisi Pemerintahan Kerajaan Melayu Riau-
Lingga (1803-1832), maka penulis menyarankan bagi peneliti-peneliti yang 
akan datang bahwa: 
1. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan dan menambah khazanah pengetahuan Islam 
khususnya di bidang sejarah di Fakultas Adab dan Humaniora 
terutama Jurusan Sejarah Peradaban Islam.  
2. Diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi bahan pemantik 
untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta bagi generasi 
penerus yang mencintai sejarah diharapkan bisa mengembangkan 
dan melestarikan peninggalan yang ada dari kerajaan Melayu 
Riau-Lingga yang terdapat di Pulau Penyengat. 
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